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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap penerapan prinsip Good Governance di
desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo. Sebagai tujuan antaranya
untuk mengetahui, penerapan prinsip Good Governance, kendala yang ditemui
dalam penerapan prinsip Good governance dan upaya yang diambil dalam
menangani kendala dalam penerapan prinsip Good governance desa Wanareja
kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo. Skripsi ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan
kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan prinsip Good Governance di desa
Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, di antaranya: kurangnya
transparansi pembangunan, Kkurangnya pertanggungjawaban pembangunan,
responsibilitas, independensi, .kesetaraan. dan kewajaran dan yang harus
ditingkatkan adalah transparansi .dan responsibilitas, dengan keterbukaan
pembangunan dari mulai, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan perawatan
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat semakin mengningkat dan juga
tanggap dalam mengambii“langkab ternadap pembangunan yang telah rusak di
desa Wanareja; (2) Ada dua kendalasdalamspenerapan prinsip Good Governance
di desa Wanareja kecamatan Rimbo /Ulu kabupaten Tebo di antaranya; minimnya
partisipasi masyarakat, “@di ymanasmasyarakat Kurang berpartisipasi dalam hal
pembangunan desa, seperti“gergoetong-royong, membersinkan rambu-rambu jalan
dan juga mengalirkan air yang tidaksmengalin.diselokan jalan, ini disebabkan
masyarakat sibuk bekerja untuk menecari nafkah keluarga dan terbatasnya SDM
yang memadai, di mana-adabeberapa perangkat desa yang-masih tidak menguasai
teknologi dengan baik, sehingga kualitas pembangunan yang dilakukan tidak
sesuai dengan. harapah/masyarakat;(3) JAda~dua upaya yang dilakukan dalam
menangani kendala dalam penerapan prinsip.Good Governance di desa Wanareja
kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo, di antaranya: peningkatan disiplin kerja,
di mana mewajibkan kepada seluruh perangkat desa Wanareja untuk datang ke
kantor desa Wanareja pukul 07.00 WIB, yang dibuktikan dengan absensi serta
memberikan hukuman bagi pelanggarnya dan mengikuti pelatihan, di mana
pelatinan yang diselenggarakan oleh perangkat desa Wanareja kepada seluruh
perangkat yang ada melalui seminar, workshop dan studi banding ke pualu Jawa
dan daerah lainnya di Indonesia, yang diperuntukkan agar kualitas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin membaik, sehingga
kepercayaan pun akan semakin meningkat dan menyadarkan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan di desa Wanareja.
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BAB |

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Masalah

Good Governance di Indonesia muncul di era reformasi. Hal tersebut
muncul karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan
berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada

presiden, baik akibat konstitusi (WUD 1945) maupun tidak berfungsi dengan baik

lembaga tertinggi dan tinggi‘negara a, serta tersumbatnya saluran partisipasi

masyarakat dalam n hingga saat ini Good
Governance belum asih banyak yang belum
paham apa yang dimaksud
Undang-undang No 6 yang lebih dikenal dengan sebutan
Undang-Undané*ﬁééﬁ"%ﬁgﬁf&-&hfﬂiégwdhk'daﬁ“le:i_il!r_r-i'ch;l%l(an pada tanggal 15
ULTHAN THAHA S%anlé DDI

Januari 2014 merupakan perwujudan dari pen an penghormatan Negara
J A M I

terhadap desa dengan keberagaman yang d|m|I|k|nya. Di dalam Undang-Undang

Desa perihal pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu

yang disebut dengan Desa membangun dan Membangun Desa.? Desa Membangun

berarti desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri.

"Heru Darmawan, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Desa, him. 19.

2 Djuni Pristianto, Panduan Penyususnan RPJM desa, (Jakarta: Yayasan Penabulu,
2015), him. 13.

1



Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk
memajukan dan mengembangkan desanya sendiri.’

Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan
melainkan subjek pembangunan, Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa.
Kemendes mempunyai tanggung jawab penuh dalam meningkatkan
pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi mewujudkan kemandirian desa dan
mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.* Landasan digunakannya konsep
Good Governance sebagai landasan nilai penyelenggaran pemerintahan, yang

berorientasi pada pengembalian hargaidiri rakyat demi membangun kembali citra

pemerintahan sebagai merupakan pengaturan,
yang dalam konteks but tata pamong.

Good Govevrna gai suatu proses dan struktur
yang digunakan oleh orga ini adalah pemegang saham atau
pemilik modal,| untuk’ meningkatkan | usaha 'dan./akuntabilitas pemerintah guna
mewujudk&UnhaT Mna- ﬁ%ﬁlaﬁﬁdrﬁ@ [Gbﬁ}drlbl dengan tetap
memperhatikan kepentinglan f:§‘cake‘ﬁ(lldelj : Iaiﬁnya, berlandaskan peraturan
perundang undangan dan nilai-nilai etika.® Sedangkan clean government dapat

diartikan sebagai pemerintahan yang bersih, yaitu bersih dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme serta permaslahan-permasalahan yang lain terkait dengan

¥ Badan Ramdan dkk, Abcd Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan
dan Masyarakat Miskin, (Jakarta: Inisiatif, 2014), him. 6.

*Zulfikri Amanda, “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, http://catatanp
among.blogspot.co.id/2014/01/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang.html, diakses pada 10
Februari 2017

*Bediono, Pedoman Umun Good Corporate Governance Indonesia, (Jakarta: Komite
Nasional Kenijakan Governance, 2006), him. 3.

®Ismail Marzuki, “Good Corporate Governance Dalam Penyaluran Kredit Perbanka”,
Jurnal llmiah IKIP MATARAM, Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA IKIP
Mataram, 2002. Him. 22.



pemerintahan.” Hadirnya Good Govevrnance dalam pemulihan krisis di Indonesia
menjadi mutlak diperlukan, mengingat Good Govevrnance mensyaratkan suatu
pengelolaan yang baik dalam sebuah institusi dan organisasi.

Dalam pencapaian yang berkesinambungan pelaksanaan prinsip
Govevrnance perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi.2. Penerapan prinsip-
prinsip Good Governance juga harus dilakukan dalam sistem pemerintahan untuk
meningkatkan nilai, melindungi kepentingan stakeholders dan menjaga
kepercayaan masyarakat sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan. Selain

itu juga karena memiliki kekhas lam pengelolaannya. Alasan utamanya

adalah karena adanya : dipatuhi yakni kepercayaan,
keterbukaan, dan pemerintahan terutama
menerapkan good gove aan sistem pemerintahan yang
baik dan bisa melayani nas dengan etos dan budaya kerja

yang amanah dan fjamaah-’-Dalanr:good govevrnance, terdapat 5 prinsip, yaitu:

keterbukaan Urhngf)h'ﬂsﬁm akunitabi hthﬁ(aﬁéhﬂﬁomtw [Belrﬁhggungjawaban
f

i) /] : I . .
(responsibility), independeszi (independency), dan kewajaran (fairness).™
Keadaan di dalam suatu desa tentunya sangat beragam atau bervariasi
antara satu desa dengan desa yang lainya. Keberagaman desa dapat dilihat dari

potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, maupun sumberdaya manusia

"Muhamad Irfan, Akuntabilitas dan Good Governance, (Jakarta: Departemen Agama Ri
Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Dan Tatalaksana, 2006), him. 5.

®Bintoro  Tjokroamidjojo, Good Governance Paradigma Baru Manajemen
Pembangunan, (Yogyakarta: Graha limu, 2007), him. 6.

%Yenny, “Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip — Prinsip
Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota
Samarinda”, Journal llmu Administrasi Negar, 2013, him. 200.

Bediono, Pedoman Umun Good Corporate Governance Indonesia, him. 5.

K endarto dkk, Panduan Komitmen Integritas, him. 15.



(SDM) di daerah pedesaan tersebut. Beragam perbedaan diantaranya ada desa
yang sangat potensial, ada juga memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang
sangat kurang, Kketersediaan Infrastruktur yang kurang memadai, tingkat
pendapatan rendah, lokasi sangat jauh dari ibu kota kabupaten atau kecamatan,
dan beragam karakteristik lainnya.*?

Dari hasil obeservasi awal penulis dapat ditemukan khususnya
pembangunan fisik desa di desa Wanareja mengalami pelaksanaan tata kelola
pembangunan fisik desa yang masih jauh dari harapan. Pembangunan fisik yang
bermasalah dapat dilihat pada pe unan jalan umum, pembangunan jalan
desa, pembangunan i % unan fisik lainnya. Desa

Wanareja sendiri te

lan umum menuju lahan
pertanian masyarakat d lan jalan masih banyak yang
rusak, jalan desa belum cepat mengalami kerusakan.
Prinsip-prinsip Good'Governance; belum sepenuhnya dapat| dilaksanakan dengan
baik, beEAgLLTthInH&JHﬁ &ﬂle H&Man anggaran,
pembangunan fisik yang tidL\k sé.guai a'ehgarl .E)ereﬁcanaan.

Selain itu pula peranan kelembagaan desa dalam pelaksanaan Good
Governance sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak
hambatan dan kendala di lapangan dalam pelaksanaanya. Pelaksanaan atau
penerapan prinsip-prinsip Good Governance di desa Wanareja Kecamatan Rimbo

Ulu Kabupaten Tebo masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan

oleh masyarakat, di mana aparat birokrasi daerah belum mampu menciptakan

2Ismail Marzuki, “Good Corporate Governance Dalam Penyaluran Kredit Perbanka”,
Jurnal llmiah IKIP MATARAM, Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA IKIP
Mataram, 2002. HIim. 22.



suatu sistem pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas juga dari
tingkat pemahaman dari seorang pemimpin itu sendiri dan khususnya kepala desa
yang memiliki wewenang penuh atas pelaksanaan birokrasi di daerahnya tentang
arti dan tujuan dari Good Governance itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk menyusun skripsi tentang prinsip Good Governance di desa Wanareja yang
bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo dengan judul

“Penerapan Prinsip-Prinsip Good-Governance Dalam Praktik Otonomi Desa

(Studi Kasus di Desa WanarejWn Rimbo Ulu Kabupaten Tebo)”.

B. Rumusan Masa

Berdasarkan telah penulis jelaskan

sebelumnya, rumusan masala dibahas dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

UNIVERSIT |." S lﬂﬁl NEGERI
1. Bagalman enerapan Hnsjp o Governance di desa Wanareja kecamatan
LTHA AHA SAIFUDDI

i 2
Rimbo UIu kabupaten ijo.ﬂ M B |

2. Apa saja kendala yang ditemui dalam penerapan prinsip Good Governance
desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo?

3. Bagaimana upaya yang diambil dalam menangani kendala dalam penerapan

prinsip Good Governance desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten

Tebo?



C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang
menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang
telah penulis buat sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah ini
hanya membahas mengenai penerapan prinsip Good Governance di desa

Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua pewwah di atas, diharapkan adanya suatu

kejelasan yang dijelaskan da adikangtujuanbagl penulis dalam skripsi ini.

kecamatan Rimbo Ulu kabupatengo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGER o
b. Untuk mengetahui kendala IYiaE ditemui dalam enerai>an prinsip Good
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
Governance desa Wanarjsja kﬁsammn Rﬁbo Plu kabupaten Tebo.

c. Untuk mengetahui upaya yang diambil dalam menangani kendala dalam
penerapan prinsip Good Governance desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu
kabupaten Tebo.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai prinsip Good Governance di desa Wanareja kecamatan

Rimbo Ulu kabupaten Tebo ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai

berikut:



. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan
wawasan bagi penulis sendiri terhadap prinsip Good Governance di desa
Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo, serta menjadi bahan bacaan
yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.

. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Setrata Satu
(S1) di Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin
Jambi.

. Penelitian ini dapat menjadi _bahan bacaan untuk di Fakultas Syari’ah

khususnya jurusan Politik Islam osen-dosen Fakultas Syari’ah lainnya.
. Sebagai sumber r. | ran iki i kalangan akademisi dan

praktisi masyarak

n selanjutnya yang akan

bermamfaat sebagai b elitian yang lain.

. Kerangka Teori
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

P EUCYHANTHAHA SAIFUDDIN

Governance adalahI rang;kaiarll ]orOSﬁ terFtruktur yang digunakan untuk
- N N )

mengelola serta mengarahkan atau memimpin masyarakat dan pemerintah dengan

tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai pemerintahan. Terdapat beberapa

pemahaman tentang pengertian Good Governance yang dikeluarkan beberapa

pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan perspektif yang luas

(stakeholders), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang

sama. Menurut Melisa Olivia Mamarimbing menyatakan bahwa;

Good Governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif
di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Dalam hal ini
adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip



profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi,

efesiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh
masyarakat.'®

Dari kutipan di atas dapat dicermati bahwa Good Governance merupakan

suatu capaian yang perlu direncanakan oleh pemangku kebijakan dalam

pemerintahan sehingga tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

dari tindak kejahatan korupsi. Demi terciptanya Good Governance dalam

pemerintahan lebih-lebih pemerintahan dalam lingkup masyarakat maka perlu

diterapkan dan ditingkatkan dengan eara menerapkan prinsip profesionalitas,

akuntabilitas, transparansi, pelaya rima, demokrasi, efesiensi, efektivitas,

supremasi hukum, h._masyarakat.'* Dalam Al-

Qur’an, prinsip fairne isaa ayat 58 :
R S I 7, oo § 5 844E _geg
JAL 1554 o) Wl NI 19355 Q\vf Cdlyle

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

A gt PN B PReAs N et (A menetapean

hukum di antara fmanusia B8upayd- kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Dari ayat Al-Qur’an di atas dapat dicermati bahwa suatu proses dan
struktur yang digunakan oleh pemerintahan (Pemilik wewenang, Komisaris,

dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

BMelisa Olivia Mamarimbing “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam
Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Tateli I Kec. Mandolang)”, him. 3.

YThomas, “Good Governance dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Administrasi
Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra Surabaya, 2013, him. 6.

*Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, Qur’an Tafwid dan Tejermahan, (Jakarta:
Magfirah Pustaka, 2008), him. 68.



akuntabilitas pemerintahan guna mewujudkan nilai pemerintahan dalam jangka
panjang dengan cara memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya,
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.'® Sebagaimana

ditegaskan dalam hadits riwayat Bukhori Muslim sebagai berikut :

Al el Gy el (B30 cglle (358 Wm al Al (e 05 (e ()
4 39008 cagy (Ga08 Lnd

Artinya: “Ya Allah, siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada suatu
urusan, lalu mempersulit mereka, maka berilah kesulitan atasnya, dan
siapapun yang menjadi-penguasa atas umatku pada suatu urusan, lalu
bersikap lembut kepada maka mudahkanlah urusannya.” (HR.
Muslim).!

Dari hadis seorang pemimpin harus

memberi panutan kepa untukkan untuk memberikan

kelancaran dan kemudaha erintahan yang baik, karna bila

seorang pemimpin‘memudahkan bawahannya untuk-mendapatkan sesuatu maka ia

akan mendapatkan kem(tiahan dalarmmértimpin bawaharinya t? [\

B

.l_ L L] '!.
Berdasarkan definisli-de%ihisi di ataE; Gc!od Governance secara singkat
dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan
pemerintahan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku

kepentingan. Hal ini disebabkan karena Good Governance dapat mendorong

®Alwi Hasyim Batubara, “Konsep Good Governance Dalam Otonomi Daerah”, Jurnal
Analisis Admisistrasi, 2006, him. 3.

Friman Hidayat marwadi, “Masail Asasiyyah Wathaniyyah”,
https://almarwadi.wordpre ss. com/ 2013/03/31/keputusan-komisi-a-ijtima-ulama-komisi-fatwa-
majelis-ulama-indonesia-se-indonesia-iv-tahun-2012/, diakses pada 12 Spetember 2017.

¥Mustafa Abubakar, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER
— 01 /MBU/2011, Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
Pada Badan Usaha Milik Negara, (Jakarta, Badan Usaha Milik Nega, 2011), him. 3.



terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional.
Penerapan Good Governance di pemerintahan akan menarik minat para investor,
baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi suatu pemerintahan yang
ingin mengembangkan dan memajukan daerahnya masing--masing, seperti
menambah wawasan baru.

2. Prinsip-Prinsip Good Governance

Di setiap pemerintahan harus memastikan bahwa prinsip Good
Governance diterapkan pada setiap_birokrat (pejabat) dan di semua jajaran.

Terdapat prinsip-prinsip Gooad Governance. yaitu transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi s e an dan kewajaran.'® Berikut adalah
penjelasan dari masing=n D
a. Keterbukaan (Trans

Transparansi adalah_Jorins ang amin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memrperoleh Janrnlla.sll tentang p,eny%Lenglgaraan pemerintahan,

ke nfouyes etangiekan, ATE2 P, 5y v cicpai.”

Transparansi atau keterbukaan |hérarti-. keputusan yang diambil dan
pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan
atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga.? Itu artinya transparansi juga dapat
dikatakan sebagai suatu komitmen untuk mengungkapkan secara jujur, terbuka

dan komprehensif tentang informasi yang dibutuhkan oleh publik. Di dalam

9Bediono, Pedoman Umun Good Governance Indonesia, , him. 5.

“Rista Dewi Anggraini, “Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan
Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya”, jurnal
Kebijakan dan Manajemen Publik, 2011, him. 7.

?!Dedi Harianto, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Perpustakaan (Ruu
Perpustakaan)”, http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital_Docs/homepage_folders/activities/hig
hlight/ruu_perpustakaan/naskah_akademis.htm, diakses pada 01 September 2016.
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mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi informasi yang ada harus
benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan,
karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT.
Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surat At Taubah:119.

B sl L1585 ATLENLLE 2l gl

Artinya: “Hai orang-orang Yyang beriman bertakwalah kepada Allah, dan
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.?

Selanjutnya Allah memperingatkan dari kesaksian dusta dalam firman-Nya
dalam Al-Qur’an surat Al-Furgan:72

}/a/

b T2 ‘JJ)J)‘ BTNV \jv\lb

aksian palsu, dan apabila
mengerjakan perbuatan-

Artinya: “Dan orang
mereka ber

Selama dalam pih gan akhir dan pembuat neraca

keuangan bersifat|jUjur, maka sélama it /pula ia ‘menjadi lorang kepercayaan.?

Transpara§ I‘t!c}ndei_léhfr’gaI Eﬂﬂh’eﬁ! éﬂf !’145";' r[r;%MBIakan salah satu

J A M B |

upaya untuk mengurangi kesenjangan informasi (asymmetric information)
sehingga publik dan para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar
dan dapat mendorong terciptanya disiplin pasar (market discipline)”. Menurut
Kristianten ada beberapa aspek yang meliputi tercapainya transparansi sebagai

berikut:

At Taubah, (119)

ZAl-Furgan, (72)

“yusup Al Subailly, Figih Perbankan Syariah, Pengantar Figih Muamalah dan
Aplikasinya Dalam IImu Moderen, (Universitar Islam Imam Muhammad Daud Fakultas Syariah,
2014), him. 5.
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a) Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

Kesediaan dan aksestabilitas dokumen merupakan tersediannya website
yang diperuntukkan kepada nasabah untuk mengakses informasi, misalnya dalam
bentuk dokumen-dokumen atau proses pelaksanaan kegiatan perencanaan
penganggaran. Sementara pemerintah berkewajiban untuk membuka dan
mempublikasikan dokumen dan kegiatan perencanaan penganggaran kepada
masyarakat.
b) Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan dan kelengkapan fformasi merupakan penjelasan dalam hal

informasi yang diingi n dapat difahami sebagai

sebuah proses melal membuka akses, dan atau
menyebarkan informasi saat penyusunan, pelaksanaan

maupun pada saat pertang
c) Keterbukaanjpreses/[- 5| TAS |SLANM NEGER]

KeterbKaan! HM F[eﬁ’tlﬁakh' Aaﬁ%' E)UJEM] IMI Masyarakat
menggunakan haknya untt!k rﬁ}é‘ngagili (rBht tlo attend), memantau (right to
observe) atau bahkan memberikan masukan (right to express) dalam proses
perencanaan, pembahasan atau pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi,
atau proses pertanggungjawaban dan cara untuk memperbaiki basis data wajib
pajak.

d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
Kerangka regulasi yang menjamin transparansi merupakan informasi

terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap warga negara. Informasi

12



yang dimaksud adalah informasi yang terkait dengan dokumen-dokumen dan
kegiatan perencanaan pengaanggaran.

Dari pemaparan di atas maka dapat dicermati bahwa transparansi
merupakan merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi tentang perkembangan desa dan juga dapat
memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap kepercayaan masyarakat.
Dalam hal ini penulis akan menggunakan prinsip transparansi ini untuk
menemukan penerapan aspek keterbukaan di desa Wanareja.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Pemerintah bkan Kinerjanya secara

transparan dan waja lola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kep gan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang sa epentingan lain. Akuntabilitas

merupakan  prasyara - yangy T diperlakan, j untuk (Cmenicapai - kinerja  yang
berkesinarﬁ“dan?HMar]pHdh dalam ﬁlﬂdﬁa’aﬁﬂﬂlﬂkuntabilitas ini
J A M B I

adalah sebagai berikut :
1) Pemerintah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-
masing organ pemerintah dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan

visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

Lukas William Andypratama dan Ronny H. Mustamu, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good
Governance Pada Perusahaan Keluarga : Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan”, Jurnal
AGORA, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra,
2013, him. 3.
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2) Pemerintah harus meyakini bahwa semua organ pemerintah dan semua
karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan
perannya dalam pelaksanaan Good Governance.

3) Pemerintah harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif
dalam pengelolaan perusahaan.

4) Pemerintah harus memiliki ukuran Kinerja untuk semua jajaran pemerintah
yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi
perusahaan, serta memiliki sistem-penghargaan dan sanksi (reward and

punishment system).

5) Dalam melaksan , Setiap organ pemerintah

dan semua karya nis dan pedoman perilaku
(code of conduct) yan

c. Responsibilitas (Respo
Pemerintaly,| [harus: smematuhic; [peraturani- (perundang-undangan  serta
melaksanaﬁ“lbn}rghh&ﬁ-lvﬂ Hﬁ*ﬂnﬁﬁiﬁtlﬂﬂ Mngan sehingga
dapat terpelihara kesinam’éunggh uéd:"i}la dg’am Ijangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.?® Pedoman pokok dalam pelaksanaan
prinsip Responsibilitas ini adalah sebagai berikut :
1) Organ pemerintah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan

peraturan pemerintah (by-laws).

%Bediono, Pedoman Umun Good Governance Indonesia, him. 6.
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2) Pemerintah harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain
peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar
pemerintah dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good Governance, pemerintah harus
dikelola secara independen sehingga masing-masing organ pemerintah tidak
saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok
dalam pelaksanaan prinsip Independensi-ini adalah sebagai berikut:

1) Masing-masing organ pemerinta us menghindari terjadinya dominasi oleh

pihak manapun, ingan tertentu, bebas dari

benturan kepenti atau tekanan, sehingga
pengambilan keputus yektif.
2) Masing-masing organ ksanakan fungsi dan tugasnya

sesuai dengan anggaran’dasar/dan peraturan perundangundangan, tidak saling
mendonminasi.dan atad Mléﬁﬁﬂaﬂgﬁnﬁﬂdﬁ%ﬂ Qlllbllangan yang lain
sehingga terwujud sistenl peﬁ';J"'endé*'rilan irE{ernal yang efektif.
e. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah harus senantiasa
memperhatikan  kepentingan bersama berdasarkan asas kesetaraan dan
kewajaran.?’ Pedoman pokok dalam pelaksanaan prinsip Kesetaraan dan

Kewajaran ini adalah sebagai berikut :

"Bediono, Pedoman Umun Good Governance Indonesia, him. 5.
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1) Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan
untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan
pemerintah serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip
transparansi dalam lingkup kedudukan masingmasing.

2) Pemerintah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan
kepada perusahaan.

3) Pemerintah harus memberikan.kesempatan yang sama dalam penerimaan

karyawan, berkarir dan -melak an  tugasnya secara profesional tanpa
membedakan suk nder; isifisik

Dari penjelas i kan prinsip-prinsip Good

Governance yang ada a berjalan secar efektif dan

efisien, sehingga kinerja Dalam hal ini penulis hanya

menfokuspan - pach,|prinsip: ‘transpatansi | atau| keterbukagn| dalam menemukan

penerapanSbMilpTdda&bl)v}mHﬁesﬁﬁirﬁw&hﬂm Rimbo Ulu

kabupaten Tebo. J AM B I

3. Tujuan Penerapan Good Governance

Tujuan dari Good Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah
bagi semua pihak yang berkepentingan dan juga agar pemerintah dapat
menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, kegiatan yang transparan dan

terjaganya keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan
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sosial-ekonomi perusahaan.® Good Governance lebih menekankan kepada

proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata

suatu organisasi di mana aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati.”®

Adapun tujuan dari Good Governance diantaranya:

a. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja
atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya
berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi
dan nepotisme.

b. Birokrasi yang efisien, efektif roduktif, adalah birokrasi yang mampu

memberikan dam masyarakat dan mampu
menjalankan tuga na dan tepat guna (hemat
waktu, tenaga, dan bi
c. Birokrasi yang transpar ng membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk‘memperoleh, ‘informasi'yang fbenar [dan tidak diskriminatif

denganSeMH)Mka; [ﬂeﬂlﬁdﬁgaﬁ atas Ihak asasi Hl"il)adi, golongan,
J A M B I

dan rahasia Negara.
d. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta
dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima

kepada publik.

FCGI, Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate
Governance ( Tata Kelola Perusahaan ), (Jakarta: Citra Graha, 2011), him. 23.

#0ldest, “Good Governance dan Prinsip Governance™, http:/seputarpengertian.blogspot.
€0.id/2015/12/pengertian-dan-prinsip-good-governance.html, diakses pada 05 Juli 2016.

%CUI-ITB, “Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good
Governance”, Jurnal Perencanaan Kota dan Wilayah, 2004, him. 40.
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e. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap
proses dan Kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan
dengan pengelolaan dan pengendaliaan sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan untuk mencapai tujuan.

Good Governance berorientasi kepada suatu proses, sistem, prosedur dan
peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan suatu kerangka atau
panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya dengan meningkatkan
efektifitas dan efesiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis

dan tujuan sosial, selain itu Good G ance dapat mengusahakan keseimbangan

antara berbagai kep tungan bagi suatu entitas

secara keseluruhan.®

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang meMi kesamaan tema dengan penelitian yang
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

LM%IHAN THAHA SAIFUDDIN

Pertama, penelitianI yang dillalfukal:}{ olep Violetta Jingga Tadikapury,
i ! L' )

peneliti Iakukan

mahasiswi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin,
Makassar, ditulis pada tahun 2011, dengan judul “Penerapan Good Governance
(GG) Pada PT Bank X Thk Kanwil X", % Penelitian ini berfokus pada penerapan
prinsip tata kelola pemerintah (GG) terhadap pelaksanaan praktiknya yang

dilakukan oleh perusahaan. Pada Prinsip tata kelola pemerintah yang baik (GCG)

3! Taufik Efendi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara, (Jakarta: Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008), him. 17.

*V/ioletta Jingga Tadikapury, “Penerapan Good Governance (GCG) Pada PT Bank X Thk
Kanwil X, Skripsi: Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin,
Makassar, 2011, him. 4.
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di dalamnya terdapat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab,
indenpendensi, dan kewajaran Penelitian ini dibangun pada keyakinan bahwa
dengan diterapkannya Good Governance pada suatu pemerintah maka pemerintah
tersebut memiliki pengelolaan yang baik salah satu bentuk dari tata kelola yang
baik adalah pelaksanaan praktik CSR yang merupakan bentuk tanggung jawab
bisnis yang berorientasi untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap
keberadaan usaha untuk mendapatkan legitimasi publik. Pertanyaan penelitian
utama dari studi ini adalah bagaimana pemerintah melakukan penerapan prinsip
Good Governance yang merupaka ah"satu kunci sukses pemerintah untuk
tumbuh dan meng A j sekaligus memenagkan

persaingan bisnis gl

elitian ini sudah mampu
berkembang sekaligus m

Penelitian ini riptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif, ~Teknik] pengumpulan; [data; dilakukan dengan teknik
Wawancar%kﬂéhtﬁrhbaﬂa%HﬁroﬁlﬁH]EMBM menggunakan
metode deskriptif. Hasil pewlleliti';i’h inf*'hilenulr;'j'ukah adanya peranan penting antara
prinsip-prinsip Good Governance yang ada pada perusahaan, di mana dengan
penerapan prinsip Good Governance maka diyakini akan menolong pemerintah
secara umum dan perekonomian negara secara khususnya. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa motivasi pemerintah adalah untuk melaksanakan prinsip

Good Governance secara utuh, memenuhi harapan stakeholder, mendapatkan

legitimasi, dan memenangkan penghargaan tertentu.
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulla, mahasiswi Program
Studi lImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, ditulis
pada tahun 2013, dengan judul “Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap
Fungsi Dan Tugas Badan Kepegawaian Daerah Pada Proses Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi Cpns Di Kabupaten Barru™, > Penelitian ini berfokus
pada gambaran tentang Penerapan prinsip Good Governance dalam pengangkatan
tenaga honorer kategori 1 menjadi CPNS di Kabupaten Barru, dan fokus pada
prinsip transparansi dan akuntabilita. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dimaksudkan untuk memberikan aran secara jelas mengenai Penerapan
prinsip Good Gover & onorer menjadi CPNS di

Kabupaten Barru. T

unakan adalah observasi,
wawancara terhadap se I kepustakaan. Analisis data
menggunakan teknik analisi itatif.

Hasil penelitian- mengungkapkan “bahwa [-implementasi prinsip Good
Governanée MIM&@I&M&EHM&@Q&WNN% terlaksana
dengan baik namun belurﬂ md’l%’siméﬁr.*' BKB teILh melaksanakan pengangkatan
tenaga honorer sesuai dengan prosedur berdasarkan PP No. 48 tahun 2005 jo. PP
No.43 tahun 2007. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data tenaga honorer yang

terdata sesuai dengan persyaratan/prosedur yakni kesesuaian usia, masa kerja dan

sumber pembiayaan. Namun, masih ada tenaga honorer yang mengaku bahwa

%Hidayatulla, “Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Fungsi Dan Tugas Badan
Kepegawaian Daerah Pada Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Cpns Di Kabupaten
Barru”, Skripsi: Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,
2013, him. 4.
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BKD tidak menyebarkan informasi secara transparan karena tidak begitu jelas
dalam meyebarkan informasi penerimaan CPNS.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ekky Dwi Ferlinda dkk, mahasiswa
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas IImu Administrasi, Universitas
Brawijaya, Malang, ditulis pada tahun 2012, dengan judul “Implementasi Good
Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi pada PT. Telkom

34

Banyuwangi)”, Penelitian ini berfokus menganalisis dan mengetahui

implementasi Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT

Telkom Banyuwangi. Penelitian ini h penelitian deskriptif dengan penjelasan
kualitatif. Kemudian ini i ot yang lebih tinggi maka

ng saling melengkapi dan

penggarapannya juga
menunjang.

Hasil penelitian m T Telkom dalam implementasi

Good Governance,| mengelompokkannya /Merdasarkan/-lima penguatan prinsip
Good Govefnahcé [antaray I%Hﬂﬁéﬂhﬁ/ﬂﬂﬁd&ﬂ&b”AccounmbiIity,
Responsibility, dan Fairnesls. S(";I"ain rtlj juglz}denban adanya implementasi Good
Governance maka Telkom melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas
pelayanannya demi kepuasan para pelanggannya dengan cara Pemberlakuan SLG
(Service Level Guarantee), pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM,
pengembangan pendistribusian pelayanan dan produk, penyediaan dan
pengembangan sarana dan prasarana, dan tata kelola Tl yang sudah

dilaksanakannya dengan sangat baik dan tepat. Akan tetapi implementasi Good

%Ekky Dwi Ferlinda dkk, “Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Studi pada PT. Telkom Banyuwangi”, him. 1.
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Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada PT Telkom
Banyuwangi ini tidak terlepas dari faktor penghambat vyaitu kurangnya
pemahaman para pegawai terhadap pentingnya Good Governance bagi PT
Telkom Banyuwangi.

Penelitian tentang penerapan prinsip Good Governance kualitas Kkinerja
pelayanan publik sudah pernah dilakukan baik di dalam negeri pada umumnya,
seperti penelitian yang dilakukan oleh Violetta Jingga Tadikapury (2011) dan

Hidayatulla (2013) penelitian lebih- menekankan pada penerapan prinsip tata

kelola pemerintah (GCG) terhadap ksanaan praktiknya yang dilakukan oleh
perusahaan. Sedang i F lebih menekankan pada

menganalisis dan

Corporate Governance.
Tentunya setiap tempat an dapat mempengaruhi hasil

pada masing-masing peneh litian ini akan penulis gunakan

sebagai gambaran [atau'pemandu penulis.dalamimenyelesaikan skripsi ini. Namun,
penulis mﬁfhﬂs%vl‘bﬂ!ﬂrllﬁda%ﬂﬁ(zﬁﬂlﬁmm Wg membedakan
penelitian ini  dengan Jpenélil'ltiant'b]enelman Isebelumnya adalah  penulis
menfokuskan pada penerapan prinsip Good Governance di desa Wanareja

kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang penerapan prinsip Good Governance di desa
Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo. Kegiatan penelitian ini dimulai
sejak disahkannya penelitian ini. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan
sebagai berikut:

1. Desa Wanareja kecamatan Rimbg kabupaten Tebo telah menerapkan Good

Governance sehinge engetahui bagaimana cara
penerapan Good
2. Adanya kemudahan U dan informasi dan berbagai
keterangan yang diperl ripsi ini.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
5P SHLTHAN THAHA SAIFUDDIN

Dalam penelitian ini pgqulisr.,hmenqg_unalfan pendekatan kualitatif yaitu
untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.*
Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam
rangka mengetahui penerapan prinsip Good Governance di desa Wanareja.
Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

%Umar, Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), him. 22.
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alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai
instrument kunci”.*®

Kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti
untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen)®” di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna

dari pada generalisasi.

C. Jenis dan Sumber Data
mer dan data sekunder.
Adapun jenis data dala : 2bagal berikut:

1. Data Primer adalah data“dal pent erbal atau kata-kata yang diucapkan

secara lisan, gerak-gerik atau perﬂ yang dilakukan oleh subjek yang dapat

UNIVERSITAS EGER
dipercaya. D;'ta yra o penulls g é” dari fnférrrl;rf Idl lapangan melalui
éULTHAﬁI THAHA SAIFUDDI

observasi dan wawancarjl dl|9-|.1(.aSI R:apehﬁn.

2. Data skunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data.** Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala
data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan

melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik

%6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, him. 9.

¥Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2009), him. 9.

%Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
limu, 2006), him. 16.

% Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, him. 18.
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yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang
berhubungan dengan objek penelitian.

Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan
dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa
memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/
peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana,
dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi.
Adapun sumber data dalam penelitian ini.adalah sebagai berikut:

a. Peristiwa atau Kejadian

Dalam penelitian inisperisti a adalah penerapan prinsip
b. Pelaksana pemberi pel:

Dalam hal ini seperangk san lembaga dapat memberikan

informasi dapatdilakukarmielalui wawancataidan lainnye.
¢. bokurSEILTHAN THAHA SAIFUDDIN

Sumber data yang diamblil ddllr.'i' dollh'lnen %i belrupa data dalam bentuk laporan,
catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan serta keuntungan, dan lain

sebagainya.*’

D. Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian
tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.

Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun

“9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, him. 16.
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organisasi swasta atau sekelompok orang.** Unit analisis juga menjelaskan kapan
waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian
tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam
skripsi ini penulis menggunakan unit analisis dengan analisis judul: “Penerapan
Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Praktik Otonomi Desa (Sudi Kasus di
Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo).” Penelitian ini, unit
analisisnya adalah penerapan prinsip Good Governance di desa Wanareja yang
bertempat di desa Wanareja kecamatan.Rimbo Ulu kabupaten Tebo. Penetapan

unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan

populasi dan sampe umen-dokumen dari desa

Wanareja yang bert an Rimbo Ulu kabupaten
Tebo. dan informasi-in ryawan atau pegawai di sana
saja.

Dalam  penelitian fini: informan-ditentukandengan; menggunakan teknik

purposive Sﬂbﬂ&‘l ;fhl'ul caral &hﬂaﬁbﬁﬂﬁnaﬁhﬁllﬂﬂbm pertimbangan

informasi.*?> Penentuan uni‘tI

sarﬁ';)"'el drérilggaptelah memadai apabila telah sampai
pada taraf kelebihan artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya
boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru.** Informan adalah
orang yang memberi atau orang yang menjadi sumberdata dalam penelitian

(narasumber). Informan adalah orang yang di wawancarai, diminta informasi oleh

peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan

“Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS
Jambi, (2012), him. 62.

*2Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, him. 18.

* Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, him. 85.
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memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian. Informan dalam
penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dengan
penelitian ini, mereka diantaranya:

1. Kepala desa Pematang Balam (satu)

2. Kepala BPD desa Wanareja (satu)

3. Pegawai desa Wanareja (dua)

4. Masyarakat desa Wanareja (tiga)

E. Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam obse egiatan sehari-hari orang

yang sedang diamati ate ber data penelitian. Hartinis

Yamin menyatakan bahwa “dalam" obsert partisipatif peneliti mengamati apa
yang dikerjakan orang, menden&an apa yang mereka ucapkan, dan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

berpatisipasi aktif dalam aktiivitas mereka.”™" Penelitian ﬁrtISIpatlf ini kemudian
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
dikhususkan lagi menjadi aartls}nzam IﬁSIf ('pesswe participation) artinya peneliti
datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam
kegiatan tersebut.
Alasan penggunaan pengamatan adalah karena teknik pengamatan ini
didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua karena teknik pengamatan

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan

kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, teknik

*Hartinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan
Kuantitatif, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipaayung, 2009), him. 79.
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pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang
berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung
diperoleh dari data. Keempat, dapat mencegah bias yang biasanya terjadi pada
proses wawancara. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu
memahami situasisituasi yang rumit. Obyek observasi menurut Spradley
dinamakan situasi sosial, sebagaimana di kutip oleh Syamsudin terdiri atas:*

a. Place, tempat di mana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.

b. Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.

kwwr dalam situasi sosial yang sedang

esuai objek penelitian maka, penulis

c. Activity, kegiatan yang dila

berlangsung.
Dalam penel
memilih observasi partis aitu suatu teknik pengamatan
di mana peneliti ikut ambil yang dilakukan oleh objek yang
diselidiki. Obseryasi'ini [dilakukan- dengan, 'mengamati- dan mencatat langsung
terhadap OEJJJ [Leﬂéfi’tlﬂ Mit]clldﬁh“rﬁnﬁﬂplaﬁiw@\[alwamati kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh f;é'laks'té‘ri pell;érapzin prinsip Good Governance di
desa Wanareja yang bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten
Tebo. Observasi yang dilakukan penulis dalam skripsi ini terhadap subyek
menggunakan pedoman observasi yang disusun sebagai berikut:
1) Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku, cara berfikir

2) Interaksi sosial dan tempt lingkungan

3) Ekspresi saat wawancara

*®Syamsudin  dkk, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: Sekolah
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan PT Remaja Rosdakarya, 2009), him. 238.
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4) Bahasa tubuh saat wawancara
2. Wawancara

Syamsudin dan Vismaia S. Damainti menyatakan wawancara adalah
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.*® Wawancara
digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal
dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara i terstruktur (semistructure interview) di

mana pelaksanaann kan dengan wawancara
terstruktur. Wawanc i iti atau pengumpul data telah
mengetahui dengan pa ang akan diperoleh.*” Oleh

karena itu dalam melak umpul data telah menyiapkan

instrumen  penglitian, / berupa Tpertanyaan=pertanyaan [-tertulis yang alternatif
jawabann;&lleﬂh.-crisfﬂm B-I(ﬁ‘lﬁ hdrﬁanSeﬂ'ul terstrdktur' di'sini adalah tidak
memakai alternatif jawabclm, 'ﬁ"étmuﬂdpih{l% yakg diajak wawancara diminta
pendapat dan ide-idenya.

Wawancara ini termasuk wawancara mendalam (in—depth interview)
adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang
yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)

wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial

*®Syamsudin dan Vismaia S. Damainti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, him. 238.
*’Syamsudin dan Vismaia S. Damainti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, him. 239.
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yang relatif lama.*® Langkah-langkah dalam wawancara menurut Lincoln dan
Guba sebagaimana di kutip Sugiono terdiri dari 7 tahap, yaitu:*°

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan.

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.

c. Mengawali atau membuka alur wawancara.

d. Melangsungkan alur wawancara.

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.

f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam cacatan lapangan.

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasilwawancara yang telah diperoleh.

Alat-alat yan cara adalah buku catatan,

laptop, tape recorder nakan wawancara catatan
lapangan. Hal ini berm mendokumentasikan semua
percakapan dengan sumb uanya telah digunakan setelah
mendapat izin darj.sumber datal Karena wawancara yangidigunakan adalah semi
terstrukturSMlhmTMi‘Banﬂ- bﬂnﬁlHﬁﬂbn%Mlﬁr{}ﬂm Wawancara yang
dilakukan kepada subyek“ldend;’h r’r{*érkggug%kar* dokumntasi catatan lapangan.
Adapun pedoman wawancara yang telah disusun sebagai berikut:

1) Latar belakang, lingkungan dan aktivitas dalam penerapan prinsip Good

Governance di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

2) Kegiatan dan aktivitas penerapan prinsip Good Governance yang bertempat di

desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

*8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, him. 233-234.
* Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, him. 233-237.
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3) Berlangsungnya penerapan prinsip Good Governance di desa Wanareja yang
bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.
4) Faktor pendukung penerapan prinsip Good Governance yang bertempat di desa
Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.
5) Kondisi sarana dan sumberdaya
6) Hasil pencapaian dan harapan
3. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan-untuk mengumpulkan data yang bersumber di
desa Wanareja yang bertempat di de anareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten
Tebo, dari arsip dan & i Wanareja yang bertempat

di desa Wanareja ke

0, yang ada hubungannya
dengan penelitian te dokumentasi adalah

mengumpulkan data deng engambil data-data dari catatan,

dokumentasi, administrasi-yangr sesuai dengan|masalah fyang diteliti.”® Dalam hal

ini dokurﬁﬂiﬁﬁel@lm JeHﬁMnMJEHEQLMrsip-arsip dari

lembaga yang di teliti. J A M B I

Menurut Hartinis, “dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda dan sebagainy.”® Dokumentasi dalam penelitian sebagai
sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Teknik

*Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), him.
143.

*'Hartinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan
Kuantitatif, him. 219.
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dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun di dalam skripsi ini
penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti
penerapan prinsip Good Governance di desa Wanareja yang bertempat di desa

Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya
ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana
yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan

kepada orang lain. Menurut Bonana di kutip oleh Sugiyono analisis

data adalah proses ari de enyus ara atis data yang diperoleh

dari wawancara, cata
dipahami dan temuannya dapa ormasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengMenguji kesesuaian anatara data yang satu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI _
dengan data _yang_lain. Fakta atau informasi_tersebut kemudian di seleksi dan
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
dikembangkan menjadi perfanylgan-p?rianyﬁn y:img penuh makna. Analisis data
i ! L' )

merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah
diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam
penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut

Miles and Huberman di dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa “aktivitas

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

*25ugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, him. 90.
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menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenu, ”>* Aktivitas analisis data
yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.
1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai
dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus,

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi

yang tidak relevan. Mereduksi da rarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokusk yan I pun data yang direduksi

mpermudah penulis untuk

akan memberikan ga
melakukan pengumpula mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini, dat atan lapangan dan wawancara,

kemudian data |tersebut- dirangkum, |dan diseleksi- sehingga akan memberikan

gambaran ﬁlld Jlel-l-sikla&(rblpéﬂhisﬁHA SAIFUDDIN

2. Penyajian Data J A M B I

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau
menyajikan data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian
data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan
sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent

from of display data for qualitative research data in the past has been narrative

*3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, him. 95.
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text, ”>* Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah data teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka
akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, selain dengan teks yang naratif,
juga dapat berupa, grafik, matrik dan nerwork (jejaring kerja).

Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling
sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini peneliti

menggunakan teks yang bersifat atif. Penyajian data dilakukan dengan

mengelompokkan da a.masing-masing. Data yang

telah didapatkan dari llisan maupun dari sumber
pustaka. Dalam penelitia eks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah_yang, terakhirdilakukan /dalam,|analisisdata kualitatif adalah
penarikan ﬁUTlpIaHd&tNer-iFi Hsﬁlkﬂ%pﬁﬂ hﬁm(ﬂj'mmkakan masih
bersifat sementara, dan akclaln b'é?’ubaii‘iapa i?a ti!jak ditemukan bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.>> Kesimpulan dalam
penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya
kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa,

ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan

>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, him. 249.
>>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, him. 252.
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penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan
lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik
kesimpulan terhadap penerapan prinsip Good Governance di desa Wanareja yang

bertempat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam
penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB |, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya

menjadi pijakan bagi penulisaWk mencakup background, pemikiran

tentang tema yang dibahas. B en ata akang Masalah, Rumusan

Masalah, Batsan Masé Penelitian, Kerangka Teori,

Kerangka Pemikiran, Tinjaue aka.
BAB Il dipaparkan, MetoHenelitian yang mencakup Pendekatan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Penelitian, Jenjs Dan Sumber Data, Teknik Pe E{Jm ulan_Data, Unit Analsis dan
SULTHAN THAHA S UDDIN
Alat Analisis Data, Slstemzi}lka anuhsafn daﬁJadyval Penelitian.
= L) )

BAB 11l dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah
Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang
pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang

terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan

Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.
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BAB |11
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Wanareja

Desa Wanareja sebelmnya merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi yang
di sebut Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) X Kecamatan Perwakilan Rimbo
Bujang Kabupaten Tebo dengan penduduk 454 Kepala Keluarga yang berasal dari
Jawa dan didatangkan ole Pemerintah pada taun 1978 secara bergelombang,

gelombang 1 sampai dengan 5.dari bulan Juni smapai dengan Juli 1978. Untuk

gelombang ke 3 khusus dari Int ABRI baik yang masi aktif maupun

Purnawirawan dan itu disebut Transmigrasi

Swakarsa atau Perke ti yang didatangkan oleh

I+

pemerinta mendapatkan ta erta rumah serta aminan hidup

selama 1 tahun tetapi bagi TransMakarsa hanya diberikan tanah seluas +

2 ha tidak ada Irurlrﬁlxar; nEau%u arﬁ;na!rrrlndtjlkhi;lé-'tglfl ang masuk program
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

Transmigrasi Swakarsa M?Pd'“;gs'\.‘!?] tahtﬂ 19?3, 1994 dan 1995 mendapatkan

tambaan rumah.

Pada awalnya dipimpin ole seorang kepala Unit Pemukiman Transmigrasi
(KUPT) Bapak Drs. Abdurrahman dan semnjak tahun 1979 Unit Pemukiman
Transmigrasi diuba menjadi Desa dan Unit X beruba menjadi Desa Wanareja
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dipimpin ole seorang pejabat
Sementara Kepala Desa Bapak S. Bakir, taun 1983 s/d 1993 Kepala Desa dijabat
Bapak Mardi Supangkat, tahun 1993 s/d 2001 Bapak Trimoyo, tahun 2001 s/d

2004 bapak Sunali, tahun 2004 s/d 2005 dijabat Pejabat Sementra Kepala desa
36
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Bapak Hendra Budhiartapa dan tahun 2005 s/d 2011 dijabat oleh Bapak Hendra
budhiartapa dan tahun 2011 s/d 2017 dijabat ole Bapak endra Buadiartapa

Pada tanggal 12Oktober 1999 terjadi Pemekaran Kabupaten sehingga
kabupaten Tebo menjadi dua Kabupaten, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.
Desa Wanareja termasuk dalam wilayah Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo. Dan pada 16 April 2003 terjadi Pemkaran Kecamatan Rimbo Bujang
menjadi tiga kecamatan Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang dan
Kecamatan Rimbo Ilir, Desa Wanareja termasuk wilayah Kecamatan Rimbo Ulu

Kabupaten Tebo.

Desa Wanarej
sekarang dengan pe luarga (KK), 8.867 jiwa,
lakilaki: 4.586 jiwa dan agi menjjadi 5 Dusun terdiri
dari 6 RT, masin-masing rang Kepala Dusun dan masing-

masing RT dipmpn|oleh- seorang ketua-R T2 Batas [des areja adalah sebelah
g pmpn; oleh- seorang ketua-RT:, Batas [desaj Wahare

utara berlﬁ&liﬁ.]eiﬂﬂ Desa Sido Hﬁn%‘fﬁ&aiﬂenduduk pada

Idan "slébag'i'al] uggPNé yang pada umumnya guru bak

umumnya Petani/ Pekebun®
guru SD, SLTP maaupun SLTA.

Tingkat Penddikan bagi yang tua-tua pada umumnya SD namun bagi yang
lahir 1980 keatas mnmal SLTP bakan sudah banyak yang menandang gelar
Sarjana baik D2, D3, S1 bak dalam bidang pendidikan, Kesehatan, kebidanan,
Keagamaan, Pertanin, petrnakan dan Komputer bahkan ada yang telah mencapa

S2 sebanyak 4 orang dan ada yang menjadi Dokter Umum 1 orang dan Dkter

ewan 2 orang.
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Tabel 3.1
Kepala Desa Wanareja

No Uraian Jumlah
Drs. ABDURRAMAN Tahun 1978-1980(selaku Kepla UPT
1 Rimbo Bujang X)
2 | S.BAKIR Tahun 1982-1985
3 | M. SUPANGKAT Tahun 1985-1993
4 | TRIMOYO Tahun 1993-2001
5 | SUNALI Tahun 2001-2004
HENDRA BUDHIARTA | Tahun 2004-2005 (PJS, sebelumny Sekdes
6 sejak 1993)
7 | HENDRA BUDHIARTA Tahun 2005-2011
8 | HENDRA BUDHIARTA Tahun 2012-2017
1. Perkembangan Desa WanareA
Dilihat dari Gé af m De /ana apat diketahui bagaimana

perkembangan desa se ; 3 3 yang bermula merupakan

B. Visi dan Misi/Desa' Waniareja, & |SLAN NEGER]
1. visi @QULTHAN THAHA SAIFUDDIN

B

Visi adalah gambaran yana melr'i'antan% tenltang keadaan masa depan yang
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyususnan Visi Desa
Wanareja ini dilakukan dengan pendekatan paisipatif, melibatkan pihak-pihak
yang berkempentingan di desa Wanareja sepertii pemerintahan Desa, BPD, Tokoh
Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada
umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah
pembangunan di Kecamatan Rimbo Ulu mempunyai titik berat sektor

infrastruktur. Maka derdasarkan pertmbangan di atasVisi Desa Wanarea adalah:
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“Terwujudnya Desa Wanareja Yang Aman, Tertib, Damai dan Sejahtera
Menuju Pembangunan Yang Berkelanutan”
2. Misi

Selain penyusunan Visi juga tela ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu
pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut.
Visi berada di atasmisi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar
dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun

dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan

poteensi dan kebutuhan desa \Wanarejay, sebagaimana proses yang dilkukan maka
misi Desa Wanareja -

a. Mewujudkan pe fektif dan efisien dalam

rangka mengoptimal
b. Menungkatkan derajat i i upaya peningkatan pelayanan
kesehatandesg N |\VERSITAS ISLAM NEGER
C. Mengelﬁ)utjk;HaﬂtN ﬁﬂﬁ*‘lﬁh ‘Sektori-Usaha LihtiUstri kecil yang
M B |

berwawasanlingkungan‘.J A
d. Mengembangkan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui
program dukungan wajib belajar 9 tahun.
e. Mengidupan dan meningkatkan kembali kegiatan lembagalembaga

kemasyarakatan yang ada di desa.
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. Struktur Organisasi Desa Wanareja

STRUKTUR OGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA WANAREJA

KEPALA DESA
HENDRA
BUDIHARTAPA

SEKRETARIS DESA

WIRAWAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGER
KEPALA SEKSI KePALASEKST AN T KEPALA'S KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN | | s PELAYANAN| UMUM DAN KEUANGAN
KARTONO PUPUT PITRIYANA. PERENCANAAN JUNDHI
o WIDONO
KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN
MUKTI! SARI SIDO REJO SIDO MULYO MARGO MULYO ANDAN ARUM
RENI IDAYANTI MARKAMTO KUSWOYO UJANG TRIYONO KASANG
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3. Gambaran Umum Desa Wanareja

Gambaran Umum Desa Wanareja

Luas Desa 58 km?
Sebelah Utara Desa Sumber Sari
Batas Desa Sebelah selatan Desa suka Damai

Sebelah timur Desa Perintis dan Kelurahan
Wirotho Angung
Sebelah barat Desa Sido Rukun

Jumlah Dusun 5 Dusun

Jumlah RW 14 RW

Jumlah RT 68 RT

Jumlah Penduduk 8.867
Laki-laki 4.568
Perempuan

Jumlah KK
Sumber : Desa

4. Keadaan masyara

a. Jumlah Penduduk

Laki-laki : 4$

LINIV ER:ITA ISLAM NEGERI
Perempuan
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

Jumlah Kepala keluarga y T'-.%T6SOB |
b. Keadaan
Mayoritas bermata pencaharian petani / pekebun karet maupun kelapa sawit,
sebagian kecil PNS dan pedagang, sedangkan keadaan ekonomi masyarakat rata-
rata telah mapan
5. Peran Pemerintahan Desa Dalam Menerapkan Good Governance

a. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
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Bermitra dengan BPD dan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan
sebelumnya melalui musyawarah mufakat bersama, perangkat desa, BPD,
Ketua RT dan lembaga yang ada di desa.

Presepsi Masyarakat Terhadap Good Governance di desa Wanareja

Persepsi Kita bersifat relative, oleh karena itu kemungkinan persepsi bisa

berbeda-beda mengingat jumlah penduduk dan luas wilayah desa, namun selama

ini dapat dirasakan oleh pemerintah desa persepsi masyarakat pada umumnya

merasa cukup.

7.

Upaya Pemerintah Desa Dala ningkatkan Good Governance di Desa
Wanareja

Meningkatkan su i erangkat desa.
Selalu memperhatika kondisi masyarakat sehingga

dapat membuat kebjaka

Faktor Yang|[iMenyebabkan: Terhambatnya-Good-Governance di Desa
wanargd LTHAN THAHA SAIFUDDIN

Jumlah penduduk yang tleuﬂl 'besap'(]Jan |E%s Whayah desa
Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang mayoritas rendah
Lambatnya pemahaman sebagian masyarakat tentang informasi-informasi yang
disampaikan ole pemerinta desa.
Langkah Yang Diambil Dalam Mengatasi Terhambatnya Good
Governance di Desa Wanareja
Menyampakan informasi-informasi terutama tentang kebjakan-kebijakan desa

kepala masyarakat baik melalui Kepala Dusun, Ketua RT atau pada setiap
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kesempatan yang ada misalnya pada pertemuan-pertemuan atau pengajian-

pengajian.

2. Memfasilitasi keperluan-keperluan masyarakat yang membutukan.
3. Mengusulkan pemekaran desa yang pada saat ini masih dalam proses ditingkat
kabupaten.
3. Sarana dan Prasarana Desa Wanareja
Kondisi sarana dan prasana umum.desa Wanareja secara garis besar adalah
sebagai berikut
1. Sarana Pemeki A

- Kanto Sa unit

- Balai De 1 unit
2. Saran Pendidikan
- PAUD - 5 unit

_ {WNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFURDIN

- MIN J A MBI 5
- SMPN 1 unit
- MTS 1 unit
-  SMAN 1 unit
3.  Sarana Kesehatan
- Pustu 1 unit
- Polindes 1 unit
- Posyandu Balita 7 unit
- Posyandu Lansia 3 unit
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- Tenaga Perawat 1 orang
- Bidan 3 orang
- Dokter praktek 1 orang

- Sarana Ibadah

- Masjid 34 buah
- Mushola 31 buah
- Geraja 2 buah

Sarana Olah Raga

- Lapangan Sepak Bol 7 buah

- Lapangn Bla v 10 buah

- Lapangan f 2 buah

1 buah

Sarana

Telekomunikas
- Jalan tanah 10 km
- Jalan Perker 72 km

- JalahlAspal S TAS ISLANM NE G kn
LsBUJLTHAN THAHA SAIFUDBIN warga

menggunakan listrik PLN

J A M B |
Tower Telkomsel 2 uniit
Sarana Ekonomi
Pasar Desa 1 unit
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Prinsip Good Governance di Desa Wanareja

Berdasarkan penelitian di lapangan secara umum penerapan prinsip Good
Governance di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo belum
sepenuhnya berjalan dengan baik dan harus ditingkatkan kembali Kinerja
pemerintah desa. Ini didasari karena adanya beberapa indikator yang
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa Wanareja masih memiliki kendala

dan hambatan dalam pembangun lain 1tu pula belum sepenuhnya efektif

roda dua, empat maupun roda enam tidak bisa berjalan dengan baik, selain itu
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Ple SO PRER THRHAR S ATFUDDIN " e

mengakibatkan sering terjaﬂinyaypencHrfan, Fl,gn kf:celakaan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan
bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaba yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme.
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Dari hasil observasi dan wawancara penulis menemukan data terkait
penerapan prinsip Good Governance di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu
Kabupaten Tebo, di antaranya: kurangnya transparansi pembangunan, kurangnya
pertanggungjawaban pembangunan, responsibilitas, independensi dan kesetaraan
dan kewajaran, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kurangnya Transparansi Pembangunan

Dalam prinsip transparansi seharusnya seluruh proses pemerintahan,

lembaga-lembaga dan informasi perlu. dapat diakses oleh pihak-pihak yang

berkepentingan, dan informasi yang dia harus memadai agar dapat dimengerti

dan dipantau. Keter kegiatan organisasi dapat

berupa keterbukaan ilakukan oleh pemerintah
desa. Bentuk transparan angkat desa Wanareja masih
tergolong rendah, karena lis dalam kinerja dan kegiatan
dilakukan oleh |pemerintah ‘desa’\Wanargja, tidak| begitu fsering melibatkan dan
mengunda&%hs]&ﬂc& dalam HI’.&EH ,&n%ﬁﬁ)m E&lMerjalan, hanya
A .M B .
BPD setempat dan perangk!:\t désa itu sbndll'r yang terlibat dan masyarakat hanya
melihat hasil dari pembangunan desa itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh
anggota BPD setempat. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis
bersama Bapak Maryono selaku BPD desa Wanareja, sebagai berikut:
Saya akui kinerja sudah berjalan baik Mas, meskipun masih ada beberapa
pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau rencana
awal dalam pembangunan jalan dan lain-lain. Tentu itu semua terkendala
dalam masalah anggaran, kalau anggaran yang turun dari pusat bisa
diminimalisir dengan sebaik-baiknya tentu akan jauh lebih baik. Untuk
masyarakat kita libatkan hanya perangkat dan RT, agar ikut serta

membantu, masyarakat yang mengerti tentu akan ikut terlibat, kan
masyarakat terkadang diajak kerja mereka sudah menanyakan berapa
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bayarannya. Jadi terkadang kerjanya pun tidak begitu baik. Untuk

keterbukaan memang masih kurang, saya akui. Maunya ada terobosan

baru dalam pemberitahuan segala informasi pembangunan desa.

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, kinerja yang
dilakukan pemerintah desa Wanareja masih belum sepenuhnya seperti keinginan
masyarakat. Karena masyarakat sebenarnya mengharapkan keterbukaan informasi
terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Wanareja, agar masyarakat
tidak berprasangka yang tidak baik kepada perangkat desa Wanareja. Berdasarkan
hasil observasi penulis bahwa masyarakat mengakui dalam hal administrasi dan

surat menyurat sangat cepat; namungada beberapa keinginan masyarakat terkait

pembangunan jalan ebagaimana yang disampaikan

oleh lbu Tatik Rahma ja, sebagai berikut:

Kalau masalah suratymeny ang lainnya, cepat Mas, saya
senang kalau masala a-syukuran gitu pasti didukung, tapi
kalau untuk pemba c : nya bagus mas, soalnya kami
kan sebagai pengguna saja. Jadi kami tidak tahu berapa anggaran dan
berapa pemasukan-atau] pengeluaran, Ifaiqu ada- informasi kan mungkin
kita tidak berpr asarﬁkﬁyzil_lg tidak-tidak.’

SULT AHA SAIFUDDIN
Hasil wawancara pff‘“"?‘-,fj' at.e_:zsI daqaa.t dicermati bahwa, masih terbatanya
informasi terkait pembangunan dan juga anggaran yang dikelola desa Wanareja
dalam membangun desa masih belum maksimal, karena masyarakat tidak dapat
mengakses anggaran dan rancangan pembangunan desa Wanareja. Namun, dalam

hal surat menyurat pemerintah desa Wanareja sangat mengutamakan keperluan

masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu dan menyukai kinerja dalam

%\Wawancara dengan Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21
September 2017.
"Wawancara dengan Ibu Tatik Rahmati, masyarakat desa Wanareja, 28 September 2017.
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surat-menyurat. Sebagaimana yang disamapikan Bapak Imam Wahyudin selaku
masyarakat, sebagai berikut:

Menurut saya biasa-biasa saja, memang kalau untuk surat menyurat
terkenal mas kepala desa, tidak ada sama sekali mempersulit, cepat dan
hari itu langsung selesai. Maslah pembangunan ini mas, masih banyak
jalan yang rusak dan agak lambat diperbaikinya. Terus juga kami tidak
tahu gimana dan apa yang akan dilakukan untuk pembangunan jalan,
soalnya di lorong belakang itu kan kurang penerangan, banyak anak muda
yang kumpul di sana. Mereka ngapain saja kita tidak, tapi kalau terang dan
jalannya bagus kan bisa lebih baik kedepannya.’®

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam
pembangunan yang merata dan adanya keterbukaan yang dilakukan pemerintah
desa Wanareja merupakan haraWat, dengan adanya keterbukaan maka
akan meminimalisir; perasanc ang patk® terhadap pemerintah desa

Wanareja. Menurut Kepala desa Wanareja,

menyatakan bahwa dengan kebutuhan masyarakat akan

bih !I! lagi,

membangun desa Wanareja le
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
wawancara penulis sebagai berikut:
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

Kita berupaya memenuhi, kebytuhan-masyarakat. Untuk itu, kami tentu
berupaya terus mengundang berbagai elemen masyarakat ketika akan
melakukan pembangunan di desa, meskipun hanya beberapa saja, seperti
halnya pembangunan jembatan, paret jalan dan perairan untuk irigasi. Ini
tujuannya untuk mendapatkan masukan dan informasi dalam pembangunan
yang baik, selain itu pula nantinya mendapatkan pencerahan yang baru.
Kalau untuk jalan itu memang telah kita upayakan semaksimal mungkin
untuk perbaikan dan pengaplasannya dengan mengajukan proposal kepada
atasan.”®

sebagaimana dapat dilihat dari

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dengan berbagai

cara yang dilakukan pemerintah desa Wanareja agar terbentuk transparansi yang

\Wawancara dengan Imam Wahyudin, masyarakat desa Wanareja, 28 September 2017.
*Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23
September 2017.

48



diharapkan masyarakat, dengan melibatkan sebagian masyarakat untuk ikut
bekerja dalam pembangunan desa, memang masih tergolong jarang dan itu pun
tidak semua masyarakat yang terlibat, namun dengan mengajak beberapa
masyarakat akan menjadi perubahan yang maksimal untuk desa Wanareja, karena
dalam transparansi dibutuhkan akuntabel yang menyeluruh. Dari hasil observasi
penulis menemukan bahwa perlu dilakukan akuntabel yang terukur, di mana harus
mempublikasikan seluruh aktivitas kepada masyarakat dan seluruh aktivitas yang
dipublikasikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan, di mana

dalam perjalanan penerapan transparafsi akan ada beberapa kendala yang muncul

dari perbedaan pemahaman.da akat terhadap satu proses

pembangunan yang a

Bapak Widodo sé dan Perencanaan, seharusnya

ada keterbukaan tentang - dijadikan pembangunan, agar

masyarakat tidak| berprasasngka yang ftidak=tidak. Sebagaimana dapat dilihat dari
wawancarasebagal Berikuty T HAHA SAIFUDDIN

Tentu kami harus blerha“ti"-hati"dalar#melaksanakan tugas Mas dan kami
berupaya semampu kami untuk mencoba menjelaskan kepada masyarkat
agar masyarakat tidak berprasangka yang lain, tapi semua itu ada
wewenangnya pada kepala desa. Tidak mungkin saya akan mendahului
kepala desa. Seharusnya ada keterbukaan dalam segala anggaran dan habis
digunakan untuk Eembangunan apa saja, namun yang terjadi masih saja
ada ketertutupan.®® Kalau kami yang hanya perangkat desa yang ikut
kepala desa saja Mas, hanya bisa memberikan masukan semampu kami
saja dan keputusannya ada pada kepala desa. Namun untuk pembangunan
kami terus berupaya mengupayakan keterbukaan kepada semua perangkat
dan masyarakat yang ada. Kalau ada yang nanya tentu kami akan
jelaskan.®*

% Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
desa Wanareja, 24 September 2017.

®iWawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja,
24 September 2017.
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Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, tercapainya
pemerintahan yang baik maka diperlukan sistem transparansi yang baik, pada
dasarnya selain transparansi dengan cara mengundang masyarakat pada saat
musyawarah atau saat mengurus surat di kantor desa Wanareja. Untuk itu
keterbukaan sangatlah penting, karena keterbukaan informasi publik
diperuntukkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya
mengembangkan partisipasi masyarakat.

2. Kurangnya Pertanggungjawaban

Sebuah kewajiban yang Nemerintah desa adalah akuntabilitas

atau pertanggungja N ata anya askan terhadap tiap-tiap tindakan

dan keputusannya age olak atau dapat diberikan

hukuman bilamana diketemuka 2 i@~ penyalahgunaan kewenangan.
Akuntabilitas atau pertanggungjaw%n yang dilakukan oleh perangkat desa
_ UNIVERSITAS ISLAM NEGER|
Wanareja dalam pembangunan desa setempat dan alokasi anggaran pembangunan
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
desa selalu berusaha seklllat tenaga ]untu1k( mﬁmberikan yang terbaik dalam
' = I\ )
kegiatan atau kinerja yang dilakukan untuk masyarakat tentunya dan keinginan
mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara
penulis bersama Hendra Budihartapa selaku Kepala desa Wanareja, sebagai
berikut:
Kalau untuk penyalahan anggaran, tentu kami siap bila ada kentimpangan
dalam pekerjaan pada pembangunan desa yang diperuntukkan untuk
masyarkat di sini menjadi sebuah permasalahan dan masyarakat mencoba

menuntuk pada pekerjaan kami. Kalau ada jalan yang rusak tentu itu
termakan oleh usia, kalau untuk membangun setiap jalan desa kami di sini
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ini sangat sulit masalah anggaran, terkadang anggaran yang turun itu
sangat minim sekali.®?

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, perangkat desa
akan mempertanggungjawabkan setiap pembangunan atau hasil kerja yang dinilai
kurang baik atau tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dari
hasil observasi penulis menemukan bahwa kepala desa Wanareja meyakini bahwa
siap apabila ada ketidakselarasan dana dengan pembangunan yang dibangun dan
dalam pembangunan desa demi kepentingan masyarakat, semuanya itu tergantung
dari anggaran atau dana yang diberikan oleh pemerintah untuk proses

pembangunan yang dilakukan, ngaran yang ada sangat minim dan

terkadang kekurangan dafam-g pembangunan, sehingga proses pembangunan

aan maka pembangunanpun
tidak begitu kokoh, sebagaimana dapa pat dari wawancara besama Bapak

Widono, selaku Kepala Urusan UmMan Perencanaan desa Wanareja, sebagai

UNIVERSITAS IsLANM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

Ada beberapa dan tidak .sedikit, tentunya dari pengusaha swasta maupun
lapisan mayarakat yang menanyakan bagaimana kinerja kami. Tentu kami
akan mempertanggungjawabkannya, sebetulnya semuanya tergantung
pada anggarannya Mas, kita proritaskan semua jalan bagus, tapikan karena
terbatasnya dana maka tidak bisa bertahan lama apalagi mobil sawit juga
sering lewat. Kalau dipikir-pikir sedikit mas, sedangkan komentar
masyarakat banyak, intinya ya Mas, kami berupaya menggunakan sistem
musyawarah dan kami juga membeerikan info kepada masyarakat melalui
muluk kemulut agar bisa dipertanggungjawabkan.®

berikut:

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, ada beberapa

pegnusaha atau masyarakat desa Wanareja menanyakan kinerja pemerintah desa,

2Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23
September 2017.

% \Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
desa Wanareja, 24 September 2017.
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dikarenakan belum adanya perkembangan yang signifikan. Ini didasari dengan
adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki desa Wanareja menyebabkan
tertundanya pembanguann yang ada, dan perangkat pemerintah desa Wanareja
lebih mendahulukan mana yang menjadi prositas penting masyarakat, karena
pernah terjadi untuk diratakan namun terjadi kerusakan yang cepat dalam segi
bangunan jalan. Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja
juga menambahkan bahwa diperlukan adanya keselarasan pemikiran dalam

pembangunan suatu daerah, sehingga. mencapai pembangunan yang baik.

Sebagaimana dapat dilihat dari waw ra penulis sebagai berikut:
Kita siap Mas kalau.di me A jawabkan semuanya, karena

kami melaku I juga membuat LPJ. Bisa

dilihat semuanya di® Sane 3 g penting, kami harus
memberikan pe akat, terkait kinerja kami di sini.
Kita tahu semua karan ada UU tentang desa, dan

semuannya sudah ade a. Namun yang menjadi kendala

adalah mayarakat y ikiran yang tidak-tidak dengan
pemerintah di sini, sedangkan diajak gotong royong masih banyak
alasan.* NIVERSITAS ISLAM NEGERI

Hasil M&NTM&MJ ddi‘atas ﬁapﬁ MJEMEMN perangkat desa

dalam melakukan pembanﬁuangh dels'ai darlllganggaran terus diupayakan dengan
sebaik-baiknya dan semuanya berdasarkan pada UUD desa, karena dengan begitu
masyarakat akan mengetahui dengan adanya perundang-undangan yang baru ini
dapat membantu dalam membangun desa agar lebih baik lagi. Karena ini
merupakan perundangan yang baru masih terdapat beberpa kekurangan dari aspek
pelaksanan dan SDM vyang ada. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara

besama Bapak Abdulah Hasibuan, masyarakat desa Wanareja, sebagai berikut:

*Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja,
24 September 2017.
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Pernah saya menanyakan terkait pembangunan yang ada di desa ini, Kita
tahulah gimana perkembangannya, semoga saja kedepannya lebih baik.
Lagian saya juga pernah menanyakan tentang pertanggungjawaban dari
pembangunan yang ada, mereka memang menemperlkan di dinding
penglégnuman terkait LPJ pembangunan yang diadakan oleh pemerintah
desa.

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam kejelsan
dan pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah desa Wanareja dapat

didapatkan saat masyarakat bertanya, namun tidak semua masyarakat akan

menanyakan ha tersebut. Penulis menemukan bahwa dalam pemberian

pertanggungjawaban yang telah di nakan oleh erangkat desa dapat dilihat
pada LPJ pembangu

3. Responsibilitas

Semua pemerin j atuhi peraturan perundang-

undangan dan melaksanak. asing-masing, baik itu terhadap

masyarakat dan [lingkungan, ‘yang'diperuntukkan [dapat-terpelihara kesinambungan
dan kenyﬁMd&F&ﬂrﬁMgﬂéHﬂ%ﬂdaﬁ !ﬁe}EaHﬂEadMan yang baik.

sebagaimana dapat dilihat“bari Wawaricara @esanha Bapak Widono dan Kartono,
sebagai berikut:

Kita terus tingkatkan kepatuhan dan kewajiban dalam melakukan tugas
masing-masing pegawai di sini. Dengan menerapkan sistem reward dan
punisment. Dan mereka juga harus melaporkan perkembangan kinerja
mareka masing-masing.®® Selaku pegawai kami tidak bisa sesuka kami
dalam berkerja, semuannya sudah adang tanggungjawabnya masing-

®Wawancara dengan Bapak Abdulah Hasibuan, masyarakat desa Wanareja, 28
September 2017.

%®\Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja,
24 September 2017.
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masing, dari mulai datang, bekerja dan pulang. Semuannya sidah diatur di
peraturan desa ®’

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, organ pemerintah harus berpegang
pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan desa dan melaksanakan
tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan
kelestarian lingkungan terutama di desa tersebut dengan membuat perencanaan
dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi

Dalam pencapaian kedeilakukan oleh desa Wanareja, terus

mengupayakan ke dir1a ), tida gan instansi-instansi lain

sehingga tidak muda pank harus dikelola secara

independen sehingga masing-masing organ pemerintah tidak saling mendominasi

dan tidak dapat diintervensi oleh Ha! lain. Sebagaimana dapat dilihat dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
wawancara_penulis_bersama Hendra Budiha rtapa selaku Kepala desa Wanareja,
LTH HAHA SAIFUD
A M

sebagai berikut: | B |

Kami tetap berpacu pada ADART (Anggaran Dasar Rumah Tangga) yang
melindungi kami, kami tetap berpacu pada aturan-aturan di dalamnya.
Kami juga menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan.®®

A

Hasil wawancara penulis di atas bahwa, setiap bagian bidang desa
Wanareja harus melakukan kerjanya masing-masing dengan baik dan benar, tidak

terpengaruh oleh bidang yang lain. Seyogyanya pekerjaan mereka telah terdapat

¢ Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
desa Wanareja, 24 September 2017.

®%Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23
September 2017.
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aturan masing-masing, sehingga kecil kemungkinan untuk tidak sesuai dengan
aturan yang berlaku, jika mereka melakukan pelanggaran maka siap
diberhentikan. Pegawai di desa Wanareja juga terus menjunjung tinggi nilai
tanggung jawab, hingga kecil terjadi untuk melempar tanggung jawab antara satu
dengan yang lain, ini yang menyebabkan terwujudnya sistem pengendalian
internal yang efektif.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Desa Wanareja terus mengupayakan kemajuan desa tersebut, dengan bahu

membahu dalam mengerjakan tug npa mengganggu pekerjaan yang lain.
Dalam melaksanak i ,de jas.Senantiasa memperhatikan

kepentingan bersama

kewajaran yang dimiliki
masing-masing pegaw aimana dapat dilihat dari

wawancara penulis bersa selaku Kepala desa Wanareja,

sebagai berikut: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ik

Kaﬁiuﬂap-lf)ﬁaﬁﬁrﬁr;ﬁ ﬁ%ﬁsaﬁe@h]ﬁﬂd IEﬁﬂalerttl dari kecamatan

dalam memberikan masukan dTQ menyampaikan pendapat bagi

kepentingan desa “\Il\/anéf’eja 'sérta 'membuka akses terhadap informasi

sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-
H 69
masing.
Hasil wawancara penulis di atas bahwa, dengan menerima masukan dari
kecamatan pihak desa Wanareja dapat meningkatkan mutu kerja mereka dengan
baik, karena dengan adanya saran yang membangun desa Wanareja ini tentu

sangat terbantu dalam pencapaian misi untuk memajukan dan memberikan

kebutuhan masyarakat luas. Menurut Bapak Maryono selaku BPD desa Wanareja

®\Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23
September 2017.
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telah bekerja sama dengan baik sesama pegawai, dan terus menerima masukan
satu sama lain terkait kinerja mereka tanpa membeda-bedakan. Sebagaimana
dapat dilihat dari hasil wawancara bersamanya sebagai berikut:

Sepengetahuan saya, menejer kami tidak pernah membedakan pekerjaan
atas golongan ataupun ras, kami bekerja sesuai dengan bidang kami
masing-masing, karena dengan begitu kami dapat menjalankan pekerjaan
kami dengan baik, kalau kami tidak sesuai bidangnya maka kami akan
kewalahan dalam menjalankan pekerjaan kami. Untungnya kami di sini
dieperlakukan dengan baik, semua yang bekerja di sini pun begitu, kami
tetap menerima keritik dan saran atas kehilafan kami, dengan adanya kotak
saran yang ditaruh diruang kerja kami masing-masing kami menjadi lebih
terbuka dengan perasaan dan keinginan kami. Dan kami sangat nyaman
kerja di sini.”

Hasil wawancara penuliWa, pihak desa Wanareja memberikan

hingga terendah dapat bekerja deng!a aik, manajer juga kesempatan yang sama
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
dalam penerlmaan kar awan berkarlr dan melz;ksanakan tugasnya secara
SULTH THAHA SAIFUDDIN

profesional tanpa membed?kanf.-_suku,_ ?ganrg, ras, jender, dan kondisi fisik, ini
berdampak positif bagi masyarakat luas yang memiliki keahlian dibidanggya
maka terbuka lebar untuk mendapatkan pekerjaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima penerapan
prinsip Good Governance di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten

Tebo, di antaranya: kurangnya transparansi pembangunan, di mana masyarakat

tidak mengetahui mekannisme pembangunan di desa Wanareja, kurangnya

"Wawancara dengan Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21
September 2017.
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pertanggungjawaban pembangunan, di mana perangkat desa terkesan lambat
dalam merespon pembangunan di desa Wanareja; responsibilitas, di mana
pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keputusan perangkat desa Wanareja;
independensi, di mana tidak dipengaruhi oleh desa lain; dan kesetaraan dan
kewajaran, di mana memberikan kesamaan hak dalam pelayanan dan yang harus
ditingkatkan adalah transparansi dan responsibilitas, dengan keterbukaan
pembangunan dari mulai, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan perawatan

akan meningkatkan kepercayaan masyarakat semakin mengningkat dan juga

tanggap dalam mengambil langkah adap pembangunan yang telah rusak di
desa Wanareja.

B. Kendala Yang Di
Wanareja

ip Good Governance desa

Dalam penerapan nance sebagian pemerintahan

mengalami  kendala|\dalampenerapannyas, 'karena (dalam| mewujudkan Good
Governanée bukanlafsbatithal )fﬁl'lé“lthﬁh 51&[' E&d\ﬁmu*)ak tangan, dan
tentunya untuk mewujudkah itu"ﬁaibu{*ijlwkanr {peerlangan dan waktu panjang. Dari
hasil observasi dan wawancara penulis menemukan data terkait kendala yang
ditemui dalam penerapan prinsip Good Governance desa Wanareja kecamatan
Rimbo Ulu kabupaten Tebo di antaranya; minimnya partisipasi masyarakat dan
terbatasnya SDM yang memadai.
1. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam perkembangan dan

pembangunan suatu desa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
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lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi persebut
dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta
berpartisipasi secara konstruktif dalam segala kegiatan di desa tersebut. Namun,
bila suatu masyarakat tidak begitu terlibat dalam perkembangan suatu desa maka
akan terjadi ketidakselerasian antara perangkat desa dan masyarakat. Minimnya
partisipasi masyarakat di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo
yang ikut serta dalam pembangunan merupakan kendala perangkat desa Wanareja
dalam mencapai Good Governance;. setempat seperti infrastruktur jalan,

pendidikan dan mushola. Sebagaiména dapat dilihat dari wawancara penulis

bersama Hendra Budiha areja, sebagai berikut:
Sebenarnya
pembangunan
masyarakat. Den
pegawai pemerintaha
mereka terkadang
keluarganya.”
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Hasil wawancara penulis dl atas dapat dlcermatl bahwa, bentuk partisipasi

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

masyarakat di desa Wanare{a m?_sm te_rgﬂolng rendah, namun dilain hal perangkat

asi masyarakat dalam hal
jadi pusat mata pencarian
asama antara masyarakat dan
desa ini lebih baik lagi, namun
nasing untuk mencari nafkah

desa terus berupaya merangkul masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan.
Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa pembangunan desa
terutama jalan merupakan akses penting di daerah tersebut, sehingga pemerintah
desa mengajak partisipasi masyarakat dalam pembangunannya dan juga
perawatannya. Meskipun masih ditemui hanya beberpa masyarakat yang ikut serta

dalam pembangunan desa, karena masih terdapat unsur kekeluargaan. Bapak

Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23
September 2017.
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Maryono selaku BPD desa Wanareja menambahkan, dengan adanya partisipasi

masyarakat sangat membantu pembangunan desa. Sebagaimana dapat dilihat dari

wawancara sebagai berikut:
Kalaulah ada dukungan dari semua masyarakat di desa ini, tentu semuanya
akan cepat dalam hal pembangunan. Makanya kami terus berupaya
mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, agar
pemerintahan berjalan dengan baik. Terlepas dari peran serta masyarakat
kami juga merangkul mahasiswa untuk menjalankan sistem pemerintahan
yang baik, karena dengan adanya mereka dapat memberikan masukan
yang positif untuk kemajuan pemerintahan ini."

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, perlu adanya

dukungan dari masyarakat dalam pal pembangunan yang baik, perangkat
desa juga bekerja s hasi berikan masukan. Maka

serta partiipasi dalam

diperlukan dukunga
pembangunan desa. Pen am proses pembanguan jalan,
gedung, pemukiman, m idikan, pengairan, dan bentuk
pembangunan lainnya yang dilaksanakan di daerah-sekitar desa Wanareja masih
mengandaEaU &I&ﬂp@l Harﬂj %Hﬁr&ﬂjﬁrulmiﬂ hrblsyarakat dalam
melaksanakan pembangungn, te“:r"utarr;é*' seIJI.éan j:alan, sedangkan ini merupakan
hal yang penting dalam kelancaran air ketika hujan turun. Karena tanpa adanya
bantuan dan partisipasi langsung dari masyarakat, pembangunan tidak akan
berjalan dengan baik dan tidak akan sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Kartono,

selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, sebagai berikut:

"?Wawancara dengan Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21
September 2017.
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Biasanya bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang
dilakukan di desa Wanareja berupa pengaduan tentang infrastruktur jalan
yang rusak dan harus diperbaiki dan juga beberapa di antara mereka ikut
andil dalam membangun infrastruktur tersebut saat sedang dibangun atau
diperbaiki kembali. Jadi mereka itu memberikan informasi jika ada yang
rusak saja, tapi untuk membantu merawat sepertinya belum.”

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, keterlibatan
masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan perangkat desa
Wanareja dalam hal ini hanya sebatas pengaduan dan sebagian yang terlibat dalam
pembangunan, dengan kata lain masyarakat terlibat ketika proses pembangunan
tersebut sudah berjalan bahkan sudah rampung, namun pada tahap proses

pengwasan berjalannya pembaWarakat tidak banyak yang turut ikut

berpartisipasi sehing pentuk spengad yang akukan masyarakat bisa

dikategorikan terlambe at dari wawancara penulis

bersama Bapak Widono selak rusan Umum dan Perencanaan

desa Wanareja, sebagal berlkut
.-'

a seba ian saa |tu ya Erl |kut serta bek ra sedangkan banyak

ag/lhlalcaﬂ- bﬂi(f‘deﬁ’g Jgékgjgbﬂﬁhl Ierng, contohnya

kalau gotongroyong, mereka ada sebgglan yang tidak terlibat, sangsi yang

kita lakukan hanya’ !)eneguran dan paling ketika nanti akan ada mengurus
apa-apa kita tegaskan di sana.’

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, sebagian besar

bentuk pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa tidak sesuai harapan

masyarakat dikarenakan yang terlibat dari mulai proses perencanaan hingga

rampungnya suatu pembangunan, masyarakat tidak ikut dalam pembangunan.

Seharusnya tahap partisipasi di sini masyarakat ikut andil dalam proses

"Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja,
24 September 2017.

™ Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
desa Wanareja, 24 September 2017.
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pembangunan sudah dilakukan dari tahap perencanaan hingga selesainya proses
pembangunan.
2. Terbatasnya SDM Yang Memadai

Terselenggaranya kegiatan pemerintah desa dengan menggunakan sumber
daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab maka akan mencapai
target yang telah dicanangkan, namun bila sebaliknya justru akan menjadi kendala
yang berkepanjangan. Indikatornya antara lain adalah pelayanan mudah, cepat,
tepat dan murah. Dalam hal pemerintah desa Wanareja masih belum bisa

menerapkan prinsip Good: Gove ce desa Wanareja dengan baik, ini

dekarenakan suberd a masing-masing. Bapak

Maryono selaku BP dengan adanya partisipasi
masyarakat sangat mem ebagaimana dapat dilihat dari
wawancara sebagai berikut
Masih belum ‘berjalan |efektif saya akui, lini-disebabkan pembangunan di
desa ini_banyak yang harus dibangun, namun anggaran yang turun dari
pomlibnl AL THARKR AN, secangicn
kebutuhan pembangunap tidak Sjjjkit.. Ditambah lagi dalam sistem
administrasi masih“ada yang mleng ndalkan orang lain, ini juga menjadi
permasalahan di sini. Kurangnya pengalaman teknologi sebagian pegawai
di sini.”
Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, penerapan prinsip
Good Governance desa Wanareja masih belum berjalan dengan baik, ini
dikarenakan terbatasnya SDM yang memahami dalam penerapan prinsip Good

Governance, sebagian besar dari mereka adalah pegawai lama yang masih butuh

ilmu teknologi, sehingga terjadi limpahan pekerjaan pada segelintir orang saja di

"Wawancara dengan Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21
September 2017.

61



kantor desa Wanareja. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama
Hendra Budihartapa selaku Kepala desa Wanareja, sebagai berikut:
Kita memang mengalami permasalahan dalam hal SDM di sini, sebagian
ada yang sudah mau pensiun tapi karena ada unsur kekeluargaan yang
masih tetap di sini. Itu yang menjadi kendala di sini, hingga terkadang
perencanaan pembanguann itu tidak sesuai dengan prosesur yang benar,
sehingga berdampak kepembangunan yang tidak berjalan dengan baik."
Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, SDM sangat
memberikan pengaruh terhadap kinerja perangkat desa dalam membangun desa
lebih baik lagi, karena dalam pembangunan desa saat SDM nya terbatas maka

akan berdampak kepada pemban yang ada di desa tersebut. Ini yang

mendasari belum ef bangunan desa Wanareja.
Berdasarkan observ kendala SDM sanagt
mempengaruhi perkemb arena karakter perangkat desa
yang mana setiap pera rakter-karekter yang berbeda,
terkadang ketika . [diberikan, | pengarahan-pengarahan,- memang bisa mereka
dengarkanﬁﬂlhnmw k;dﬁﬁﬂ&drﬁtagmﬁpbﬁrldlﬁ mﬁﬂerkadang tidak
bisa menerapkannya atau '%end.i;mpléhlenta{s?ikanﬁya. Sebagaimana dapat dilihat
dari wawancara penulis bersama dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan
Umum dan Perencanaan desa Wanareja, sebagai berikut:

Banyak yang sudah lanjut usia, tapi karena ada keterkaitan ya mau gimana

lagi, ada beberapa yang ikut pelatihan, tapi ya itu, masih ada perasaan ego

dalam diri masing-masing, yang satu tidak mau dikasih tahu dan yang satu

lagi kesal karena tidak didengarkan, jadi saling salah menyalahkan.
Sebetulnya kalau ada kerjasama yang baik akan cepat membaik

"®Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23
September 2017.
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pemerintahan di sini, hilangkan sistem keluarga yang selalu benar di sini,
pasti lebih baik kedepannya. ”’

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, terkendalanya
penerapan Good Governance didasari karena pengetahuan SDM yang memadai,
keterbatasan atau kualitas SDM di mana setiap pegawai yang sudah melaksanakan
pelatihan-pelatihan belum sepenuhnya menerapkan apa yang sudah dipelajari saat
pelathan. Kurang maksimalnya kerjasama yang dilakukan membawa akibat
kepada kurang efektif dan efisiennya pekerjaan mereka. Bapak Kartono, selaku

Kepala seksi pemerintahan desa\Wanareja juga menambahkan, sebagai berikut:

Memang tidak semuany ang tidak pintar masalah pengaturan
api knologi memang terkadang

an mereka telah baik.
Jan memproritaskan mana
alu penting kita tunda lulu,
angka umum, selokan, aliran air,
jembatan, masjid, tempat'sekolah'seperti TK dan lain sebagainya.”®

Hasil wawancara penulis di Edapat dicermati bahwa, dalam penerapan

UNIVERSITAS ISLAM | ~, GER|
Good Governance akan mengalaml permasalahan al darl dalam pihak pelaksana
SULTHAN THAHA SAIFUDDI

desa dan juga masyarakat,lunttf{( |tu._d||per|qkan cara dalam mengantisipasi dan
menetapkan cara yang tepat dalam penderapan Good Governance sehingga
tercapai desa yang bersih, tentram dan juga sejahtera.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang ditemui
dalam penerapan prinsip Good Governance di desa Wanareja kecamatan Rimbo
Ulu kabupaten Tebo di antaranya; minimnya partisipasi masyarakat, di mana

masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal pembangunan desa, seperti

" Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
desa Wanareja, 24 September 2017.

"Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja,
24 September 2017.
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bergotong-royong, membersihkan rambu-rambu jalan dan juga mengalirkan air
yang tidak mengalir diselokan jalan, ini disebabkan masyarakat sibuk bekerja
untuk mencari nafkah keluarga dan terbatasnya SDM yang memadai, di mana ada
beberapa perangkat desa yang masih tidak menguasai teknologi dengan baik,
sehingga kualitas pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan
masyarakat.

C.Upaya Yang Diambil Dalam Menangani Kendala Dalam Penerapan

Prinsip Good Governance

Demi tercapainya pembanguhan desa yang lebih baik, maka perlu

dilakukan terobosa alk d encapaian. tersebut, sehingga Good
Governance dapat te i ! /W positif kepada masyarakat
yang ada di desa tersel 3 ar I observasi penulis di lapangan,

wawancara serta dokume tatan lapangan, maka diperoleh

data-data terkait upaya yang-diambil dalammenanganikendala dalam penerapan
prinsip G&Mﬂ%ﬁﬁ“lﬁﬁ%ﬂbjﬁ@bhﬁﬂmum kabupaten
Tebo, di antaranya: peninglJatan"Jéisiprh] ker];t{ danI mengikuti pelatihan.
1. Peningkatan Disiplin Kerja

Disiplin kerja merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas kerja pemerintahan desa Wanareja dalam melaksanakan
tugas pokoknya. Melalui meningkatan disiplin kerja, hal ini dimaksudkan agar
para pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh dan taat

pada berbagai ketentuan yang berlaku dan menunjukan prestasi kerja yang tinggi.
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Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Hendra
Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, sebagai berikut:

Sebagai pelaksana pembangunan desa, maka kami harus perbaiki dulu dari
kualitas kerja perangkat desa yang ada, kami melakukannya dengan cara
menerapkan disiplin yang tinggi, tentu disiplin tanpa konsekuensi
hukuman bagi pelanggarnya tidak ada artinya, dan mereka akan
menganggap remeh kalau tidak ada konsekuensinya. Untuk itu saya akan
melalui beberapa tahap dalam penerapannya, yang teguran, peringatan dan
pemberhentian perangkat desa yang telah melanggar dan tidak sesuai
dengan sumpah sebagai abdi negara.”

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam pencapaian

Good Governance agar berjalan dengan baik, maka perangkat desa Wanareja

menerapkan disiplin kerja yaana dengan disiplin yang tinggi akan

Sebagaimana dapat dilihat darWra penulis bersama Bapak Kartono,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, sebagai berikut:
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
Bayak sekali kalau ditanya alasa, lﬁiga semua bisa memubat alasan, tapi
kita harus berpatokén paka kebutuhan mayarakat. Memang tidak mudah
mengubah prilaku orang yang biasa terlambat menjadi disiplin. Namun
karena ada konsekuensinya dari pelanggaran disiplin pun, sebagian besar
telah meruubah prilaku di sini. Kepala desa pun sudah memberikan contoh
baik dalam hal disiplin, sehingga kami tentu harus mengikuti pemimpin di
g(i)ni, datang tepat waktu dan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan di sini.

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, konsekuensi yang

diberikan dengan hukuman telah memberikan efek jera pada pemerintahan desa

"Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23
September 2017.

8\wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja,
24 September 2017.

65



Wanareja, sehingga sebagian besar pegawai perangkat desa telah merubah
prilakunya masing-masing untuk menerapkan kedisiplinan dalam diri mereka
masing-masing. Terlebih lagi, kepala desa tela memberikan contoh yang positif
pada jajaran pegawai di kantor desa Wanareja. Bapak Widono, selaku Kepala
Urusan Umum dan Perencanaan desa Wanareja menambahkan bahwa:
Adanya disiplin kita akan lebih bertanggungjawab atas segala regulasi dan
peraturan yang ada. Bukan hanya itu dengan meningkatkan disiplin maka
masyarakat akan merasakan manfaatnya dari mulai pelayanan,

pembangunan sesuai dengan UU desa yang telah digulirkan. Maka
g<1edepannya pun sistem pemerintahan di sini akan menjadi lebih baik lagi.

Hasil wawancara penw dapat dicermati bahwa, capaian

keberhasilan pemba an desa tentu ha dasari kedisiplinan yang tinggi, ini

berdampak kepada pe

kepada masyarakat lebih batk'1agi dengan begitu pembangunan yang merata dapat
tercapai dengan baik sehingga tran*aranm yang dlharapkan masyarakat desa

UNIVERSITAS 1SL/ NI
Wanareja dapat terlaksana de jan balk Seba almana dapat dilihat dari

SULTHAN THAHA SAIFUDDI

wawancara besama Bapalf Mﬁryom_),i BFiI? desa Wanareja di Kantor desa
Wanareja, sebagai berikut:

Dengan adanya evaluasi yang dilakukan perangkat desa, maka
diputuskanlah peraturan yaitu kedisiplinan yang harus diutamakan dalam
melaksankan perkerjaan lebih lagi kebutuhan masyarakat di sini. Ada
penekanan disiplin di sini, selain itu pula kami dituntut untuk menjalin
kerjasama dan kedekatan yang baik antara pegawai di sini, dengan tegur
sapa dan juga dengan bertukar pendapat terhadap permasalahan yang ada
saat di meja rapat dengan kondusip, tanpa ada menjatuhkan dan juga harus
gglling menghargai satu sama lain selama dalam melaksanakan pekerjaan.

81 Wawancara dengan Bapak Widono, selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
desa Wanareja, 24 September 2017.

82\Wawancara dengan Bapak Maryono, BPD desa Wanareja di Kantor desa Wanareja, 21
September 2017.
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Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, rapat evaluasi
yang dilakukan memberikan dampak yang sangat positif karena ini dapar
menignkarkan hubungan yang baik dan kerjasama dengan para pegawai dapat
memberikan efek yang positif terhadap perangkat desa. Untuk itu setiap pekerjaan
harus ada reward and punishment-nya. Termasuk perangkat atau aparat desa. Dari
hasil observasi penulis menemukan bahwa perangkat desa harus datang pukul
07.00 WIB, yang dibuktikan dengan absensi, karena berbagai fasilitas yang
diterima perangkat desa, juga semakin naik. Baik dari sisi pendapatan maupun

fasilitas yang lain. Sehingga WKa juga harus meningkat. Caranya

dengan membuat atu nak

2. Mengikuti Pelatih
Peningkaran wawa ngk Wanareja diperuntukkan agar
meningkatkan profesionalisme Waktif dan efisien dalam menjalankan
tugasnya. Untullia :Fu erlatfﬁrz;nrba:l g);;élndkal agafi}/\galnialre'a perlu dilakukan
SULTHAN THAHA SATEUDGIN |

karena dengan kegiatan teLrFebulltaakaMerjaFl! perllingkatan kemampuan pegawai,
baik kemampuan profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan
kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdiannya. Salah satu instrument
penting dalam pengembangan sumber daya Perangkat pemerintahan desa
Wanareja melalui pelatihan, sehingga mampu menjadi alat yang efisien, efekti,
bersih dan berwibawa dan mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan

maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar, dengan dilandasi

semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat
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dari wawancara penulis bersama Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa
Wanareja, sebagai berikut:

Kita berupaya dalam penerapannya Good Governance dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan peraturan di dalamnya, namun semua itu tidak
bisa dicapai dengan mudah, banya sekali kendala dan penghambat dalam
kenyataannya, tapi kita juga tidak tinggal diam dalam menanganinya.
Tentu semuanya butuh kerja keras dari pemerintah itu sendiri, namun yang
perlu diperhatikan juga pertisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Untuk itu kami berupaya bergotong-royong secara berkala demi
menyatukan visi dan misi desa agar lebih baik lagi melalui beberapa
pelatihan agar semuanya terdidik dan tercerahkan. Dengan pemberian
pelatihan pada perangkat desa, seperti menggunakan teknologi dan saat ini
kita sudah punya website dan group facebook, jadi kita mencoba untuk
memberikan kejelasan -kepada masyarakat terkait pembangunan dan
perkembangannya. %

Hasil wawan i bahwa, pelatihan sebagai

salah satu bentuk u ber daya perangkat desa
Wanareja yang diselen t akan memberikan dampak
positif terhadap diri pega maupun bagi organisasi secara

keseluruhan. Penulis) menemukan‘bahwa saat'inijdesa VWanareja telah mempunyai

website dan !,]_‘dua- facebook %Hlﬁhﬂuﬁﬁp&ﬁjhﬂﬁﬂéma dengan baik,

namun telah memberikaﬁ'I

darﬁ:f)ak 'IF'J(*ﬁsitHJ '!kepada masyarakat. Hampir dapat
dipastikan bahwa dengan adanya pelatihan dapat menambah pengetahuan,
keterampilan serta pengabdian sehingga dengan sendirinya akan dapat
meningkatkan kemampuan administratif pegawai dalam meningkatkan

pembanguan di desa Wanareja dan pada akhirnya juga akan membuka peluang

yang lebih besar bagi perkembangan karier pegawai yang bersangkutan.

8Wawancara dengan Bapak Hendra Budihartapa, selaku Kepala desa Wanareja, 23
September 2017.
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Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Kartono,
selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja, sebagai berikut:
Bentuk pelatihan dalam pembuatan lapotan, surat dan juga teknologi agar
menciptakan keterbukaan informasi desa Wanareja. Kami mengadakannya
di kantor desa ini, di mana kami mengundang pakar IT dari kabupaten
untuk memberikan cara agar dapat menambah pengetahuan teknologi bagi
perangkat desa di sini.®*
Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, bentuk-bentuk
pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat desa Wanareja kepada seluruh
pegawai yang ada di desa Wanareja.adalah Seminar, workshop dan studi banding.

Penulis menemukan bahwa pelatihandini bertujuan untuk pencapaian kerja secara

efektif dan efisie : gvernance adalah dengan
diadakannya pelatihan=pelati ) k seluruh perangkat desa
termasuk Kepala desa dalam ber ajen epemimpinan, untuk bagian
keuangan, untuk yang lainnya
juga dapat berupa- sertifikasi \barang |dan jasa, [dan (untuk [pegawai lainnya ada
pengarahaﬁh!ﬂgéfﬁﬁﬁ\bsﬂ?@h&ilﬁﬁ@mﬁgﬁk lﬁ&dﬂeﬂwﬂat desa berjalan
dengan baik dan sesuai deﬂgan“:ﬁrose;dl*ﬁr yelr}!g teiah ditetapkan. Tidak luput juga
dari kenyamanan yang dirasakan perangkat desa dalam kinerjanya. Kekompakan
dan kerjasama juga membawa kinerja yang dilakukan oleh perangkat desa
berjalan secara efisien. Meskipun demikian pelatihan telah berjalan baik di desa
Wanareja namun masih perlu dilakukan evaluasi-evaluasi dan keragaman bentuk

pelatihan yang dilaksanakan. Khususnya perangkat di desa Wanareja juga telah

¥\Wawancara dengan Bapak Kartono, selaku Kepala seksi pemerintahan desa Wanareja,
24 September 2017.
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mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun
lembaga-lembaga pendidikan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua upaya yang
dilakukan dalam menangani kendala dalam penerapan prinsip Good Governance
di desa Wanareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo, di antaranya:
peningkatan disiplin kerja, di mana mewajibkan kepada seluruh perangkat desa
Wanareja untuk datang ke kantor desa Wanareja pukul 07.00 WIB, yang
dibuktikan dengan absensi serta memberikan hukuman bagi pelanggarnya dan

mengikuti pelatihan, di mana pelati ang diselenggarakan oleh perangkat desa

Wanareja kepada s i seminar, workshop dan

studi banding ke pua nesia, yang diperuntukkan
agar kualitas dalam me asyarakat semakin membaik,

sehingga kepercayaan pun t dan menyadarkan masyarakat

untuk berpartisipasi/dalam-pembangunan di‘desa Wanarejd- |

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B |
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan prinsip
Good Governance di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo,
secara umum belum berjalan dengan baik, untuk itu secara khusus dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip Good Gover e di desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu

Kabupaten Tebo gdigantarany atransparansi pembangunan, di mana

masyarakat tidak gunan di desa Wanareja,

kurangnya pertanggu an, di mana perangkat desa

terkesan lambat dalé pangunan di desa Wanareja;
responsibilitas|/di.'mand- pekerjaan- yang, ditakukahn ‘herdasarkan keputusan
perang%l—lj&sa-r\b!{ﬂrt}li;%édp&hjr&, ﬁ'ﬂallgluzgﬂuﬂaruhi oleh desa
lain; dan kesetaraan dar'# kevd%araﬁfhi mana memberikan kesamaan hak dalam
pelayanan dan yang harus ditingkatkan adalah transparansi dan responsibilitas,
dengan keterbukaan pembangunan dari mulai, perencanaan, pembiayaan,
pelaksanaan dan perawatan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat
semakin mengningkat dan juga tanggap dalam mengambil langkah terhadap
pembangunan yang telah rusak di desa Wanareja.

2. Ada dua kendala dalam penerapan prinsip Good Governance di desa Wanareja
kecamatan Rimbo Ulu kabupaten Tebo di antaranya; minimnya partisipasi
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masyarakat, di mana masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal
pembangunan desa, seperti bergotong-royong, membersinkan rambu-rambu
jalan dan juga mengalirkan air yang tidak mengalir diselokan jalan, ini
disebabkan masyarakat sibuk bekerja untuk mencari nafkah keluarga dan
terbatasnya SDM yang memadai, di mana ada beberapa perangkat desa yang
masih tidak menguasai teknologi dengan baik, sehingga kualitas
pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

. Ada dua upaya yang dilakukan-dalam menangani kendala dalam penerapan

prinsip Good Governance di de anareja kecamatan Rimbo Ulu kabupaten
Tebo, di antaranyas: i dis jamdi.mana mewajibkan kepada

seluruh perangka

antor desa Wanareja pukul
07.00 WIB, yang di a memberikan hukuman bagi

pelanggarnya dan di mana pelatihan yang

diselenggarakan oleh perangkat:desa Wanateja Kepadiaiseluruh perangkat yang
ada melalui bﬁ%ﬁ“rﬂtﬁb%ﬁdﬁﬂdl@uﬂ@bhhwa dan daerah
lainnya di Indonesia, Qang"}éiiperjt}'rltuk@n agl;ar kualitas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat semakin membaik, sehingga kepercayaan pun
akan semakin meningkat dan menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pembangunan di desa Wanareja.
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B. Saran-Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti

adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para perangkat desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten
Tebo diberikan pemahaman pentinggnya menambah ilmu pengetahun.

2. Hendaknya semua perangkat desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu
Kabupaten Tebo terus diberikan pelatihan agar kinerja perangkat desa semakin
membaik.

3. Hendaknya perangkat desa Wanargja Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo

bekerjasama de ngunan dan memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B |
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